INDONESIA,  KHILAFAH  DAN 
PENYATUAN  KEMBALI  DUNIA  ISLAM 


H/ZBUT  TAHRIR 

INDONESIA 


2009 


2 


DAFTAR  ISI 


INDONESIA,  KHILAFAH  DAN 
PENYATUAN  KEMBALI  DUNIA  ISLAM 

Mukadimah  - 5 
Babi. 

Sistem  Pemerintahan  - 14 
Bab  II. 

Sistem  Ekonomi  - 23 
Bab  III. 

Sistem  Peradilan  - 32 

Bab  IV. 

Sistem  Pergaulan  - 36 

Bab  V. 

Media  dan  Informasi  - 42 

Bab  VI. 

Politik  Luar  Negeri  - 45 

Bab  VII. 

Politik  Dalam  Negeri  - 55 

Bab  VIII. 

Strategi  Pendidikan  - 62 

Bab  IX. 

Sekilas  Tentang  Hizbut  Tahrir  - 67 
Seruan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  - 73 


Penutup  - 78 


4 


5 


Indonesia,  Khilafah, 
dan  Penyatuan 
Kembali  Dunia  Islam 


MUKADIMAH 

Indonesia  - Titik  Awal 
Tegaknya  Khilafah 


Meskipun  memiliki  daratan  dan  lautan  yang  lebih 
luas,  dengan  tentara  yang  lebih  banyak  dan 
kekayaan  alam  yang  melimpah;  begitu  juga  dengan 
sumberdaya  manusia  yang  lebih,  dari  segi  jumlah  maupun 
kualitas;  tapi  umat  Islam  saat  ini,  dibanding  dengan  umat 
lain  di  dunia,  tetaplah  tidak  bisa  disebut  sebagai  umat  yang 
terbaik  ( khayru  ummat ),  seperti  yang  dikatakan  Allah  SWT 
dalam  al-Quran.  Umat  Islam  kini  terpuruk  di  segala  bidang. 
Hidup  dalam  kondisi  terpecah-belah  ke  dalam  lebih  dari 
57  negara  dengan  berbagai  problem  yang  membelit. 
Kondisinya  demikian  buruk,  hingga  tidak  mampu  bersaing 
dengan  negara-negara  kecil  yang  boleh  jadi  tidak  nampak 
di  peta  dunia. 

Tidak  terkecuali  Indonesia.  Sekalipun  memiliki 
tentara  dalam  jumlah  cukup  besar  dengan  jumlah 
penduduk  terbesar  nomor  empat  di  dunia,1  serta  memiliki 
potensi  sumberdaya  pertanian  dan  kekayaan  mineral  yang 
sangat  melimpah,  tapi  semua  itu  tidak  mampu  membuat 


1 . Setelah  China,  India  dan  Amerika  Serikat 
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rakyatnya  hidup  dalam  kebaikan.  Justru  sebaiknya,  rakyat 
hidup  dalam  penderitaan.  Kemiskinan,  kebodohan, 
kedzaliman,  ketidakadilan  dan  berbagai  problem  lain, 
termasuk  penjajahan  dalam  segala  bentuknya,  senantiasa 
mewarnai  kehidupan  masyarakat  dari  negara  Muslim 
terbesar  di  dunia  ini.  Semua  potensi  dan  kekayaan  alam 
yang  dimiliki  seolah  tidak  memberikan  arti  apa-apa  buat 
hidup  rakyatnya. 

Mengapa  semua  itu  terjadi?  Bila  ditelaah  secara 
jernih,  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  persoalan  yang 
saat  ini  tengah  dihadapi  oleh  dunia  Islam,  termasuk  Indo- 
nesia, berpangkal  pada  tidak  adanya  kedaulatan  asy-Syari’. 
Dengan  kata  lain,  tidak  diterapkannya  sistem  Islam  di 
tengah-tengah  masyarakat.  Masalah  utama  ini  kemudian 
memicu  terjadinya  berbagai  persoalan  ikutan,  seperti 
kemiskinan,  kebodohan,  korupsi,  kerusakan  moral, 
kedzaliman,  ketidakadilan,  disintegrasi  dan  penjajahan 
dalam  segala  bentuknya,  baik  penjajahan  secara  langsung 
seperti  yang  kini  terjadi  di  Irak  dan  Afghanistan,  ataupun 
penjajahan  secara  tidak  langsung  di  bidang  ekonomi  dan 
politik.  Allah  SWT.  menjelaskan  sumber  dari  berbagai 
persoalan  itu  dalam  firman-Nya: 

4.  >4  oji  (jr J-^==A  [j b'j£-  \ 

"Barangsiapa  berpaling  dari  peringatan-Ku,  maka 
sesungguhnya  baginya  penghidupan  yang  sempit."  (Q.s. 
Thaha  [20]:  124) 

Karena  itu,  jika  ada  satu  atau  lebih  negeri  Islam  saat 
ini  menjelma  menjadi  sebuah  Daulah  Khilafah,  yang  di 
dalamnya  diterapkan  sistem  Islam,  niscaya  negara  tersebut 
akan  menjadi  titik  awal  bagi  proses  reunifikasi  atau 
penyatuan  kembali  seluruh  dunia  Islam  menuju 
terwujudnya  sebuah  negara  yang  paling  kuat  di  dunia. 
Sejak  kemerdekaan  hingga  lebih  dari  enam  dekade, 
sekulerisme  mengatur  Indonesia,  terlepas  dari  siapa  pun 
yang  berkuasa.  Tidak  diterapkannya  sistem  Islam  telah 
nyata  membawa  negara  ini  dalam  keterpurukan.  Rakyat 
Indonesia  terus  menerus  hidup  dalam  berbagai  krisis  yang 
tidak  berkesudahan. 

Sesungguhnya  kegagalan  sistem  sekuler,  baik 
berbentuk  diktatorisme  ataupun  demokrasi,  merupakan 
sebuah  keniscayaan.  Karena  sistem  sekuler  telah 
memberikan  hak  kepada  manusia,  bukan  Allah  SWT  - Sang 
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Pencipta  manusia  dan  alam  semesta  - untuk  menentukan 
mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah;  mana  yang  halal 
dan  mana  yang  haram.  Maka,  tidaklah  mengherankan  bila 
banyak  perkara  yang  jelas-jelas  diharamkan  oleh  Allah 
SWT  justru  dilakukan,  seperti  riba  atau  bunga  bank, 
pornografi-pornoaksi,  dan  bekerjasama  dengan  orang-or- 
ang kafir  untuk  memerangi  umat  Islam.  Sebaliknya,  banyak 
perkara  yang  jelas-jelas  diwajibkan  oleh  Allah  SWT  justru 
diabaikan,  seperti  menerapkan  ucjubat  (qishash,  rajam, 
potong  tangan  dan  sebagainya),  mengirim  pasukan  untuk 
membela  negeri-negeri  Muslim  yang  terjajah,  menjaga 
darah  dan  kehormatan  umat  Islam,  melindungi  kemurnian 
akidah  Islam  serta  memenuhi  berbagai  kebutuhan  pokok 
untuk  seluruh  umat  manusia. 


*** 


Hanya  Islam  Sistem  sekuler  yang  saat  ini  diterapkan  di  Indonesia,  juga  di 
yang  Bisa  negeri-negeri  Muslim  lainnya,  tidak  akan  pernah  bisa 
Membangkitkan  Umat  menghasilkan  kebaikan  dan  kemajuan,  karena  sistem  itu 
Islam  adalah  sistem  yang  rusak  dan  bertentangan  dengan  akidah 
Islam.  Sistem  ini  telah  nyata-nyata  menjauhkan  umat  Islam 
dari  harta  miliknya  yang  paling  berharga,  yaitu  kecintaan 
kepada  agama  Allah  SWT.  Karenanya,  sistem  ini  tidak  pemah 
sungguh-sungguh  mendapatkan  dukungan  dari  umat. 
Bagaimana  akan  tercipta  kebaikan  dan  kemajuan  dalam 
sebuah  masyarakat,  bila  sistem  yang  diterapkan  tidak 
sepenuhnya  mendapat  dukungan  dari  rakyatnya? 

Bila  sistem  yang  diterapkan  sejalan  dengan  akidah 
umat,  maka  akan  terbentuk  sinergi  yang  produktif  antara 
sistem  dan  umat,  sehingga  akan  terjadi  dinamika  luar  biasa 
di  tengah-tengah  masyarakat.  Dalam  bentangan  sejarah 
dunia.  Islam  terbukti  berhasil  membangkitkan  masyarakat, 
dari  yang  sebelumnya  hidup  dalam  kebodohan  dengan 
sebuah  kebangkitan  yang  luar  biasa  dan  tidak  pernah  bisa 
ditandingi  oleh  kebangkitan  yang  terjadi  dalam  masyarakat 
manapun;  menjadi  sebuah  masyarakat  mulia,  yang 
mengawali  terbentuknya  peradaban  agung  yang 
berkemajuan.  Itulah  masyarakat  Islam  pertama  dalam 
naungan  Daulah  Islam,  yang  disebut  juga  Daulah  Khilaf  ah 
pertama  di  Madinah  al-Munawwarah.  Selama  lebih  dari 
satu  milenium,  peradaban  Islam  nan  gemilang  itu  menjadi 
mercusuar  bagi  seluruh  umat  manusia. 


8 


Dalam  masyarakat  Islam,  sistem  Islam  bekerja 
mengatur  masyarakat  dengan  sebaik-baiknya  sehingga 
kerahmatan  yang  dijanjikan  benar-benar  dapat  terwujud. 
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  kaum  minoritas, 
misalnya,  telah  terbukti  Khilafah  mampu  melindungi 
mereka.  Ketika  orang-orang  Yahudi  terpaksa  harus 
mengungsi  akibat  praktek  inkuisisi  yang  dilakukan  oleh 
orang-orang  Kristen  di  Spanyol  pada  abad  ke-15,  mereka 
mendapat  perlindungan  dari  Khalifah  Bayazid  II.  Wilayah 
Negara  Islam  menjadi  tempat  tinggal  mereka  yang  baru. 
Nyatalah  bahwa  Daulah  Khilafah  menjadi  tempat  yang 
nyaman  bagi  siapa  pun.  Semua  warga  negara  Daulah 
Khilafah,  tanpa  memandang  keyakinan,  agama,  ras  dan 
bahasa,  baik  Muslim  maupun  non-Muslim,  dijamin  akan 
menikmati  keadilan  dan  keamanan.  Keadaan  seperti  ini 
tentu  tidak  bisa  dipenuhi  oleh  sistem  selain  Islam.  Karena 
itu,  wajar  bila  kemudian  Daulah  Khilafah  mendapatkan 
loyalitas  dari  rakyat  yang  hidup  di  dalam  naungannya, 
termasuk  dari  kalangan  non-Muslim.  Pasukan  Salib  yang 
datang  menyerbu  wilayah  Syam  ketika  itu,  terhenyak 
ketika  mereka  mendapati  kenyataan  bahwa  mereka  harus 
berhadapan  dengan  pasukan  yang  seagama,  yakni  orang- 
orang  Kristen  di  Syam,  yang  terjun  dalam  kancah 
peperangan  untuk  mempertahankan  Daulah  Khilafah, 
yang  telah  dianggap  sebagai  negara  mereka  sendiri. 

Kebangkitan  umat  Islam  di  masa  lalu  terbukti 
mampu  menciptakan  kemajuan  di  segala  bidang,  termasuk 
di  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  kemajuan 
di  bidang  ekonomi.  Itu  semua  menjadi  monumen 
peninggalan  sejarah  dunia  yang  tak  terlupakan.  Dalam 
bidang  ilmu  kedokteran  dan  astronomi  misalnya.  Daulah 
Khilafah  jauh  lebih  maju  dibanding  dengan  negara-negara 
lain  pada  waktu  itu.  Buktinya,  universitas-universitas  di 
berbagai  wilayah  Islam  saat  itu  menjadi  tempat  utama  buat 
orang-orang  Eropa,  termasuk  para  pangeran  dan  putri  dari 
berbagai  kerajaan  di  Eropa,  untuk  menimba  ilmu.  Salah 
satu  ukuran  orang  berilmu  ketika  itu  adalah 
kemampuannya  dalam  menguasai  bahasa  Arab,  karena 
bahasa  Arab  seakan  menjadi  kunci  harta  karun  ilmu  yang 
memang  saat  itu  kebanyakan  ditulis  dalam  bahasa  Arab. 

Daulah  Khilafah  juga  menjamin  tersedianya  akses 
bagi  semua  orang  untuk  mendapatkan  kekayaan.  Di  saat 
yang  sama  mencegah  kekayaan  tersebut  terpusat  di  tangan 
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segelintir  orang.  Sepanjang  kepemimpinan  Daulah 
Khilafah,  ketersediaan  berbagai  kebutuhan  pokok  (primer) 
bagi  seluruh  warga  negara  berhasil  diamankan.  Sementara 
itu,  kesempatan  untuk  mendapatkan  kebutuhan  pelengkap 
(sekunder  dan  tersier)  senantiasa  terbuka  bagi  semua  or- 
ang. Demikian  sejahteranya  masyarakat  di  masa  Khalifah 
Umar  bin  Abdul  Azis,  misalnya,  pernah  terjadi  di  wilayah 
Afrika,  harta  zakat  tidak  bisa  dibagikan  di  sana  karena 
tidak  ada  seorang  pun  yang  layak  menerimanya.  Demikian 
pula  selama  berabad-abad  di  bawah  pemerintahan  Islam, 
masyarakat  di  anak  benua  India  menjadi  salah  satu 
kekuatan  ekonomi  dunia. 


Dalam  konstelasi  politik  internasional.  Daulah 
Khilafah  menjadi  negara  nomor  satu  selama  berabad-abad 
tanpa  pesaing.  Daulah  Khilafah  berhasil  menyatukan 
berbagai  sumberdaya  yang  luar  biasa  besar  yang  dimiliki 
umat  Islam  dalam  sebuah  institusi  negara  yang  luasnya 
mencapai  tiga  benua.  Khilafah  telah  menggariskan  sebuah 
kebijakan  yang  dibangun  di  atas  dasar  prinsip  keadilan 
dan  kebenaran,  hingga  ia  mampu  menjadi  pemimpin 
bangsa-bangsa  yang  ada.  Kabar  tentang  tentang  keadilan 
Daulah  Khilafah  tersebar  luas  melintasi  perbatasan  wilayah 
kekuasaannya.  Hal  ini  membuat  banyak  sekali  manusia 
tertarik  untuk  masuk  Islam.  Saat  wilayah-wilayah  itu 
direbut  pasukan  Tartar  dan  tentara  Salib,  umat  Islam  di 
tempat  itu  tidak  sedikit  pun  menyerah.  Mereka  terus 
berjuang  hingga  akhirnya  berhasil  merebut  kembali 
wilayah  itu  dan  mengakhiri  penjajahan  di  sana. 

Inilah  umat  terbaik  (khayru  ummah)  yang  diturunkan 
Allah  SWT,  yang  menjadi  contoh  bagi  seluruh  umat 
manusia,  sebagaimana  firman  Allah  SWT: 


i <Av*  'i  ^ llU  o» 


'J* 


4_«l 


4.  Cp  Ay  j^=odS\  ^ 

“ Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk 
manusia , menyuruh  kepada  yang  ma'ruf,  dan  mencegah  dari 
yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah."  (Qs.  Ali  Tmran 
[3]:  110) 


Kondisi  semacam  ini  insya  Allah  dapat  diwujudkan 
kembali  asal  umat  Islam  mau  kembali  kepada  rahasia 
kejayaan  Islam,  yakni  diterapkannya  sistem  Islam  secara 
kaffah  melalui  Daulah  Khilafah  di  satu  atau  lebih  negeri 
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Muslim  yang  kuat,  sebagai  titik  awal  proses  penyatuan 
kembali  atau  reunifikasi  seluruh  dunia  Islam. 

*** 


Umat  Islam  wajib  melaksanakan  Islam  sebagai  diin  (agama)  Kewajiban 
yang  sempurna  secara  kaffah.  Mereka  wajib  melaksanakan  Menegakkan  Islam 
syariah  (hukum  Islam)  seputar  pernikahan,  perceraian.  Sebagai  Pedoman 
jual-beli,  dan  jihad  defensif  untuk  membebaskan  wilayah  Hidup 
yang  dijajah,  sebagaimana  wajib  melaksanakan  syariah 
seputar  ibadah,  seperti  puasa,  shalat,  zakat,  haji  dan 
sebagainya.  Mereka  akan  diminta  pertanggungjawaban 
atas  setiap  kelalaian  dalam  pelaksanaan  kewajiban  ini. 

Adapun  hukum-hukum  lain  yang  penerapannya 
menjadi  wewenang  Khalifah  atau  kepala  negara,  seperti 
hukum  seputar  sanksi  ('uqubat),  jihad  ofensif  untuk 
menyebarluaskan  dakwah  Islam,  hukum  kepemilikan 
negara  dan  hukum  tentang  Khilafah  itu  sendiri,  maka 
seorang  pun  tidak  berhak  untuk  melaksanakan  hukum 
tersebut  kecuali  Khalifah.  Dalam  perkara  ini,  umat  Islam 
dalam  kondisi  apapun  wajib  untuk  menaatinya. 

Hanya  dengan  melaksanakan  sistem  Islam  secara 
kaffah,  umat  Islam  dan  manusia  secara  keseluruhan  akan 
kembali  dapat  menikmati  kehidupan  yang  adil,  damai,  dan 
sejahtera  dalam  naungan  ridha  Allah  SWT.  Dalam 
kehidupan  seperti  itulah,  umat  Islam  dapat  merealisasikan 
ketundukan,  ketaatan,  dan  kepasrahannya  kepada  Allah 
SWT.  Inilah  realisasi  dari  misi  hidup  untuk  beribadah 
kepada  Allah  SWT  secara  nyata.  Bersamaan  dengan  itu, 
umat  Islam  terus  berusaha  menyiapkan  kemampuan  diri 
untuk  memimpin  bangsa-bangsa  lain  di  seluruh  dunia. 

Satu-satunya  institusi  yang  mampu  melaksanakan 
tugas  tersebut  adalah  sebuah  kekuasaan  yang  menerapkan 
sistem  Islam  secara  murni  dan  menyeluruh  (kaffah).  Institusi 
yang  dimaksud  tidak  lain  adalah  Daulah  Khilafah.  Dalam 
al-Quran,  Allah  SWT  dengan  tegas  memerintahkan  kepada 
setiap  Muslim  untuk  ber tahkim  (memutuskan  hukum) 
hanya  berdasarkan  pada  apa  yang  telah  ditetapkan  Allah 
SWT: 


UJ  U L;  i -i.x5sj  I lLI  J I LLljj  I J <i 
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"Dah  Kami  telah  turunkan  kepadamu  Al-Quran  dengan 
membawa  kebenaran,  membenarkan  apa  yang  sebelumnya, 
yaitu  kitab-kitab  (yang  diturunkan  sebelumnya)  dan  batu 
ujian  terhadap  kitab-kitab  yang  lain  itu ; maka  putuskanlah 
perkara  mereka  menurut  apa  yang  Allah  turunkan  dan 
janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka  dengan 
meninggalkan  kebenaran  yang  telah  datang  kepadamu. 
Untuk  tiap-tiap  umat  diantara  kamu,  Kami  berikan  aturan 
dan  jalan  yang  terang.  Sekiranya  Allah  menghendaki,  niscaya 
kamu  dijadikan-Nya  satu  umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak 
menguji  kamu  terhadap  pemberian-Nya  kepadamu,  maka 
berlomba-lombalah  berbuat  kebajikan.  Hanya  kepada  Aliah- 
lah kembali  kamu  semuanya,  lalu  diberitahukan-Nya 
kepadamu  apa  yang  telah  kamu  perselisihkan  itu."  (Qs.  Al- 
Maaidah  [5]:  48) 

Begitulah,  hidup  di  bawah  naungan  Daulah  Khilafah 
dipastikan  akan  sejalan  dengan  akidah  umat  dan  sejalah 
pula  dengan  kebutuhan  riil  masyarakat  seperti  tersedianya 
fasilitas  kesehatan  (rumah  sakit,  rumah  obat,  dll),  sarana 
pendidikan  (sekolah/kampus,  perpustakaan,  fasilitas 
laboratorium,  dll),  serta  berbagai  infrastuktur  untuk 
melayani  masyarakat;  karena,  setiap  manusia  tentu  ingin 
menjalani  hidup  di  dunia  ini  dengan  baik  (hasanah).  Karena 
itu,  merupakan  kewajiban  Daulah  Khilafah  untuk 
menyediakan  itu  semua.  Sebab,  Daulah  Khilafah  adalah 
Daulah  Ri'ayah  (negara  yang  mengurusi  kehidupan  rakyat). 

Untuk  tujuan  itu,  dalam  sistem  pemerintahan  Islam, 
negara  ditopang  oleh  sejumlah  struktur  yang  ditetapkan 
oleh  syariah,  diantaranya  Khalifah  (kepala  negara),  para 
Mu’awin  (pembantu  khalifah),  para  Wali  (kepala  daerah), 
hingga  para  Qadhi  (hakim),  petugas  administrasi,  dan 
Majelis  Umat.  Sedangkan  dalam  sistem  ekonomi  Islam, 
terdapat  berbagai  ketentuan  syariah  yang  berkaitan  dengan 
tanah,  kepemilikan,  industri,  perdagangan  dalam  dan  luar 
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negeri,  dan  sistem  lainnya,  yang  semua  itu  akan  menjamin 
terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  di  atas.  Sementara 
terkait  dengan  politik  luar  negeri,  terdapat  ketentuan 
syariah  tentang  kewajiban  membangun  tentara  yang  kuat 
dengan  kemampuan  dan  perlengkapan  yang  memadai 
guna  mengemban  tugas  dakwah  ke  seluruh  penjuru  dunia. 

Semua  kewajiban  syariah  di  atas  dan  yang  sejenis  wajib 
dilaksanakan  oleh  Khalifah,  bukan  yang  lain.  Dan  seluruh 
umat  Islam  wajib  melakukan  pengawasan  dan  koreksi  agar 
pelaksanaan  kewajiban  itu  berjalan  dengan  baik. 


Manifesto  ini  akan  memberikan  gambaran  singkat  tentang  Khilafah,  Sebuah 
Khilafah  dan  hal-hal  yang  akan  dilakukan  oleh  Khilafah  Kebutuhan 
untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  dihadapi 
manusia.  Topik  yang  akan  dibahas  antara  lain  mengenai: 

• Khalifah  yang  dipilih  oleh  umat,  memerintah  hanya 
dengan  syariah  Islam  saja,  bukan  dengan  hukum 
sekuler,  baik  yang  bercorak  kapitalistik  maupun 
sosialistik. 

• Anggota  Majelis  Umat,  baik  laki-laki  maupun 
perempuan  dari  berbagai  mazhab,  ras,  dan  bahasa  serta 
agama,  yang  dipilih  oleh  rakyat  dan  bertugas  untuk 
mengoreksi  kebijakan  Khalifah  menurut  sudut  pandang 
Islam. 

• Mahkamah  Madzalim  yang  akan  mengadili  para 
penguasa,  termasuk  Khalifah,  atas  berbagai 
pelanggaran  yang  mereka  lakukan.  Khalifah  tidak 
berhak  mengganti  qadhi  Mahkamah  Madzalim  yang 
sedang  menangani  sebuah  perkara  terkait  dengan 
kebijakan  Khalifah. 

• Sebuah  masyarakat  yang  bisa  menghimpun  seluruh 
warganegara,  tanpa  melihat  perbedaan  agama,  mazhab, 
jenis  kelamin,  bahasa  maupun  ras. 

• Proses  penyatuan  kembali  seluruh  Dunia  Islam  menj  adi 
sebuah  negara  yang  paling  kuat  di  dunia,  yang 
dilakukan  melalui  sebuah  kebijakan  yang  progresif 
serta  usaha  pembebasan  negeri-negeri  Muslim  yang 
terjajah. 
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• Sistem  ekonomi  yang  memberikan  jaminan  kepada 
seluruh  warga  negara  untuk  mendapatkan  kebutuhan 
primer  dan  akses  untuk  terpenuhinya  kebutuhan 
sekunder,  serta  jaminan  ketersediaan  kebutuhan  pokok 
(primer)  bagi  kalangan  yang  kurang  mampu. 

• Industri  berat,  termasuk  industri  penghasil  mesin, 
motor,  dan  elektronik.  Sebuah  kebijakan  industri  yang 
menjamin  upaya  pengembangan  teknologi  mutakhir, 
termasuk  teknologi  energi  nuklir,  pengembangan 
energi  alternatif,  elektronik  nirkabel,  nanoteknologi, 
dan  perjalanan  luar  angkasa. 

• Pembebasan  dari  segala  bentuk  penjajahan  baik  politik 
maupun  ekonomi,  termasuk  penjajahan  melalui 
pinjaman  luar  negeri  yang  disertai  bunga  maupun 
penguasaan  sumber-sumber  kekayaan  alam  oleh 
perusahaan-perusahaan  multinasional. 

• Pendidikan  dengan  standar  internasional  bebas  bea 
bagi  seluruh  warganegara,  tanpa  memandang  agama, 
mazhab,  kekayaan  maupun  pengaruh. 

• Sebuah  negara  yang  akan  memimpin  dunia  dan 
menyebarkan  Islam  ke  seluruh  penjuru  bumi.  Sebuah 
negara  yang  akan  menyuarakan  harapan  seluruh  umat 
manusia,  termasuk  bangsa-bangsa  di  kawasan  Afrika 
dan  Asia  serta  Amerika  Latin  yang  saat  ini  ditindas  oleh 
negara-negara  penjajah. 

Karena  itu,  jika  saat  ini  ada  satu  atau  lebih  negeri 
Islam  yang  menjelma  menjadi  sebuah  Daulah  Khilafah, 
yang  di  dalamnya  diterapkan  sistem  Islam,  niscaya  negara 
tersebut  akan  menjadi  titik  awal  bagi  proses  reunifikasi  atau 
penyatuan  seluruh  dunia  Islam  menuju  terwujudnya 
sebuah  negara  yang  paling  kuat  di  dunia. 

Dalam  manifesto  ini,  Hizbut  Tahrir  Indonesia 
menguraikan  secara  ringkas  tentang  apa  itu  Khilafah,  untuk 
apa,  bagaimana  memperjuangkannya,  dan  apa  yang  akan 
diberikan  Khilafah  kepada  Indonesia  khususnya  dan  seluruh 
dunia  Islam  pada  umumnya.  Hizbut  Tahrir  menyeru  umat 
Islam  untuk  bergabung  bersama  Hizbut  Tahrir  dalam 
perjuangan  penegakan  kembali  Khilafah.  Hizbut  Tahrir  juga 
menyeru  kepada  semua  pihak  yang  memilik  kekuatan  untuk 
memberikan  nushrah  (dukungan)-nya  kepada  Hizbut  Tahrir 
agar  Khilafah  bisa  segera  tegak  kembali.  Insya  Allah. 


14 


BAB  I 

SISTEM  PEMERINTAHAN  ISLAM 

Ketundukan  Hanya  Kepada  Allah  Swt, 
Bukan  Kepada  Manusia 


Allah  SWT  mewajibkan  umat  Islam  mengatur  hidupnya 
dengan  syariah  Islam.  Allah  SWT  berfirman: 

L «-£•  ^ Jjjl  La-)  ^ ‘:—=3.o-  li  y 


"Maka  putuskanlah  perkara  mereka  menurut  apa  yang  Allah 
turunkan  dan  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka 
dengan  meninggalkan  kebenaran  yang  telah  datang 
kepadamu."  (Qs.  al-Maaidah  [5]:  48) 


Mengangkat  Khalifah 
Merupakan  Kewajiban 
Seluruh  Muslim 


Khilafah  adalah  sebuah  kekuasaan  yang  menerapkan 
syariah  Islam  secara  kaffah  (menyeluruh).  Merupakan 
sebuah  kebutuhan  bagi  umat  Islam  untuk  mengangkat 
seorang  Khalifah  yang  akan  memimpin  Daulah  Khilafah 
dan  menerapkan  syariah  Islam  secara  kaffah.  Maka, 
tegaknya  Daulah  Khilafah  adalah  sebuah  kewajiban,  dan 
setiap  kelalaian  dalam  upaya  untuk  menegakkannya 
merupakan  dosa  besar.  Rasulullah  Muhammad  saw. 
memerintahkan  umat  Islam  untuk  memberikan  bai'at 
kepada  seorang  Khalifah.  Nabi  menggambarkan  bahwa 
kematian  seorang  Muslim  yang  tidak  memberikan  bai'at 
(kepada  seorang  Khalifah)  merupakan  kematian  yang 


Khilafah  Bukan  Sistem 
Diktator,  Bukan  Pula 
Sistem  Demokrasi 
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sangat  buruk,  dengan  menyebutnya  sebagai  mati  jahiliyah: 


^0,  i 0 . 0 t''  ' \'  0 ' ' 

>r  41^  Ob  4*^  <LS4P  ^ J 


» 


"Drtn  harangsiapa  mati,  sementara  tidak  ada  bai'at  di 
pundaknya,  maka  matinya  (dalam  keadaan)  jahiliyah.''  (Hr. 
Muslim) 


Dengan  syariah  Islam,  Khilafah  memelihara  seluruh 
urusan  umat  manusia.  Jika  syariah  tidak  diterapkan  dalam 
naungan  Daulah  Khilafah,  maka  kedaulatan  Islam  dalam 
seluruh  aspek  kehidupan  manusia  tidak  akan  pernah 
terwujud  secara  nyata.  Maka  kerahmatan  Islam  yang 
dijanjikan  juga  tidak  bisa  dirasakan  secara  nyata  pula. 

Jadi,  Khalifah  bisa  dikatakan  sebagai  wakil  umat 
dalam  pemerintahan  untuk  penerapan  syariah  Islam. 
Khalifah  adalah  kepala  negara  Daulah  Khilafah.  Islam 
memberikan  hak  kepada  umat  untuk  memilih  Khalifah 
yang  dikehendakinya  untuk  mengurus  kehidupan  mereka. 
Melalui  bai'at,  calon  khalifah  yang  menang  dalam 
pemilihan,  sah  menjadi  Khalifah.  Maka,  tidak  boleh  ada 
paksaan  dalam  pemilihan  Khalifah.  Pemilihan  harus 
berlangsung  atas  dasar  prinsip  ridha  wa  ikhtiyar  (kerelaan 
dan  kebebasan  memilih),  sebagaimana  umat  Islam  di  masa 
lalu  telah  memberikan  bai'at  kepada  keempat  Khulafa'ur 
Rasyidin  secara  sukarela.  Bai’at  kepada  Khalifah  diberikan 
umat  dengan  syarat  Khalifah  yang  terpilih  akan 
menerapkan  syariah  Islam  secara  kaffah. 


*** 


Khilafah  adalah  sistem  politik  Islam.  Khilafah  tidak  sama 
dengan  sistem  diktator,  tapi  juga  bukan  sistem  demokrasi. 
Salah  satu  prinsip  penting  dari  Khilafah,  yang  sekaligus 
membedakan  dari  sistem  lainnya  baik  diktator  maupun 
demokrasi,  adalah  bahwa  kedaulatan,  yakni  hak  untuk 
menetapkan  hukum,  yang  menentukan  benar  dan  salah, 
yang  menentukan  halal  dan  haram,  ada  di  tangan  syariah, 
bukan  di  tangan  manusia.  Karena  itu,  baik  Khalifah 
maupun  umat,  sama-sama  terikat  kepada  syariah  Islam. 
Khalifah  wajib  menerapkan  syariah  Islam  dengan  benar, 
sesuai  dengan  ketetapan  Allah  dalam  al-Quran  dan  As 
Sunnah.  Tidak  boleh  sesuka  hatinya.  Allah  SWT  berfirman: 


(Jjj)  o p*  di-llj  U <0)1  Jjjl  U_> 
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"Barangsiapa  yang  tidak  memutuskan  menurut  apa  yang 
diturunkan  Allah,  Maka  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang 
kafir."  (Qs.  al-Maidah  [5]:  44) 


(jSj)  Ojol’)o)T  lLLiJjU  Jjjl  L*->  » 


"Barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang 
diturunkan  Allah,  Maka  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang 
zalim."  (Qs.  al-Maidah  [5]:  45) 


> -a  i > ^ f'-  Jj-j;  ^ ^ c ~ >*'  ^ 

j I ciLiJj  li  I Jjj  I ^ JLJ  j 


" Barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang 
diturunkan  Allah,  Maka  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang 
fasik."  (Qs.  al-Maidah  [5]:  47) 

Sementara,  dalam  sistem  demokrasi  kedaulatan  ada 
di  tangan  manusia,  bukan  di  tangan  Allah  SWT,  Dzat  yang 
Maha  Menciptakan  manusia  dan  alam  semesta.  Atas  nama 
kebebasan,  sistem  demokrasi  telah  membuat  manusia, 
melalui  wakil-wakilnya  di  lembaga  legislatif  bertindak 
sebagai  tuhan,  yang  merasa  berwenang  menetapkan 
hukum  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Kredo  demokrasi 
mengatakan  "suara  rakyat  adalah  suara  tuhan  ( vox  populei 
vox  dei)" . Suara  mayoritas  menjadi  penentu  kebenaran, 
betapapun  buruknya  sebuah  keputusan  atau  pemikiran. 
Ketika  sudah  didukung  suara  mayoritas,  maka  keputusan 
atau  pemikiran  itu  seakan  telah  menjadi  benar.  Dengan 
demikian,  jelaslah  bahwa  pada  hakikatnya  sistem 
demokrasi  ini  bertentangan  sama  sekali  dengan  Islam. 
Karena  itu,  umat  Islam  tidak  boleh  menerima,  menerapkan, 
dan  mendakwahkan  sistem  demokrasi  ini  dan  sistem 
apapun  lainnya  yang  dibangun  di  atas  prinsip  demokrasi. 
Allah  SWT  telah  berfirman: 


*ujI  jl^p 


"Sesungguhnya  agama  di  sisi  Allah  hanyalah  Islam."  (Qs. 
Ali  Tmran  [3]:  19) 


*** 


Syariah  Islam  telah  mengizinkan  umat  Islam  untuk  memilih 
wakil  mereka  dalam  menjalankan  urusan  mereka.  Pada 
kesempatan  Bai'at  Aqabah  Kedua,  Rasulullah  mengatakan: 


Peran  Wakil  Rakyat 
dalam  Daulah  Khilafah 
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“ Ajukan  kepadaku  dua  belas  pemimpin,  agar  mereka  menjadi 
pemimpin  bagi  kaumnya." 


Dalam  Daulah  Khilaf  ah,  wakil  rakyat  yang  menjadi 
anggota  Majelis  Umat  dipilih  oleh  umat,  bukan  ditunjuk 
atau  ditetapkan  oleh  Khalifah.  Akan  tetapi,  sebagaimana 
Khalifah,  mereka  tidak  berhak  menetapkan  hukum,  karena 
kedaulatan  tidak  berada  di  tangan  mereka,  tetapi  di  tangan 
syariah.  Majelis  Umat  berwenang  mengontrol  kebijakan 
Khalifah  dengan  ketat  dalam  mengatur  urusan  rakyat.  Di 
sisi  lain.  Khalifah  berhak  mendatangi  Majelis  Umat  untuk 
bemusyawarah  atau  meminta  pendapat  berkaitan  dengan 
pengaturan  urusan  umat. 

Tapi,  musyawarah  ini  bukanlah  untuk  mentapkan 
hukum,  menentukan  yang  halal  menjadi  haram,  atau 
sebaliknya  yang  haram  menjadi  halal.  Karena  itu,  dalam 
Daulah  Khilafah  tidak  boleh  ada  musyawarah  untuk 
misalnya,  menetapkan  kebijakan  privatisasi  sumberdaya 
energi,  karena  ini  merupakan  perkara  yang  diharamkan 
Islam.  Demikian  pula,  tidak  boleh  ada  musyawarah  dalam 
perkara-perkara  yang  diwajibkan  Islam,  seperti  perlu- 
tidaknya  mengerahkan  pasukan  untuk  membebaskan 
negeri-negeri  Muslim  yang  terjajah,  atau  menjadikan 
akidah  Islam  sebagai  asas  sistem  pendidikan,  atau 
menyatukan  seluruh  negeri  Islam  ke  dalam  wadah  Daulah 
Khilafah. 


Mengenai  keanggotan  Majelis  Umat,  warga  negara 
non-Muslim  bisa  menjadi  anggota  Majelis  Umat  untuk 
melakukan  pengaduan  (syakwa)  jika  ada  penyimpangan 
dalam  penerapan  syariah  Islam  atau  kedzaliman  terhadap 
diri  mereka.  Akan  tetapi,  anggota  Majelis  Umat  yang  non- 
Muslim  itu  tidak  berhak  menyampaikan  pendapat  mereka 
tentang  syariah  yang  ditetapkan  oleh  Khalifah,  karena 
mereka  tidak  meyakini  akidah  Islam  dan  sudut  pandang 
Islam  yang  menjadi  dasar  penerapan  syariah. 


*** 

Proses  Pengambilan  Islam  tidak  sekadar  menjelaskan  prinsip-prinsip  dasar 
Keputusan  mengenai  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  tetapi  juga 
memberikan  aturan  yang  rinci.  Sebagai  contoh,  dalam 
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aspek  ekonomi  ada  sejumlah  ketentuan  syariah  yang 
mengatur  tanah  pertanian,  riba,  mata  uang,  kepemilikan 
umum  dan  berbagai  pendapatan  negara.  Berkaitan  dengan 
kebijakan  luar  negeri,  ada  sejumlah  ketentuan  syariah 
mengenai  jihad,  perjanjian  internasional,  dan  hubungan 
diplomatik.  Demikian  pula  dalam  aspek  pemerintahan, 
syariah  Islam  mengatur  masalah  pemilihan,  bai'at, 
pengangkatan  para  wali  (kepala  daerah)  dan  syarat 
mengenai  pemakzulan  penguasa.  Khalifah  wajib 
menerapkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  apa  adanya, 
tanpa  menambah  atau  mengurangi.  Khalifah  tidak 
dibenarkan  bersikap  mengikuti  kehendak  pribadinya. 
Khalifah  juga  tidak  membutuhkan  dukungan  mayoritas 
anggota  Majelis  Umat  untuk  menerapkannya. 

Adapun  menyangkut  ketentuan  yang  mengandung 
ikhtilaf,  syariah  telah  memberikan  hak  kepada  Khalifah 
untuk  mengadopsi  pendapat  yang  menurut 
pertimbangannya  mempunyai  dalil  syara'  yang  paling 
kuat,  dan  kemudian  menetapkannya  sebagai  undang- 
undang  negara.  Abu  Bakar  ra,  pada  masa  awal 
kekhilafahannya,  telah  menolak  pendapat  mayoritas 
sahabat  tentang  hukuman  bagi  orang  yang  menolak 
membayar  zakat.  Beliau  memilih  mengirimkan  pasukan 
untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Umar  bin 
Khaththab  ra  tetap  menerapkan  hasil  ijtihadnya  tentang 
persoalan  tanah  Irak,  walaupun  Bilal  ra  dan  para  sahabat 
lainnya  tidak  setuju.  Meski  demikian.  Khalifah  tidak  akan 
mengadopsi  salah  satu  pendapat  yang  berkaitan  dengan 
masalah  pribadi  atau  cabang-cabang  akidah.  Dalam  hal  ini, 
umat  dibolehkan  mengikuti  pendapat  atau  hasil  ijtihad 
yang  berbeda.  Jadi,  perbedaan  pendapat  dalam  masalah 
ini  dibolehkan  ada  di  tengah  masyarakat. 

Dalam  perkara-perkara  yang  dipahami  publik  dan 
bersifat  praktis.  Khalifah  terikat  dengan  pendapat  mayoritas. 
Misalnya  tentang  lokasi  yang  paling  strategis  untuk 
mendirikan  universitas  di  sebuah  daerah.  Dalam  hal  ini 
Khalifah  wajib  mengikuti  pendapat  mayoritas.  Dalam 
musyawarah  menjelang  Perang  Uhud,  misalnya,  Rasulullah 
dan  para  sahabat  senior  berpendapat  sebaiknya  pasukan 
Quraisy  dihadapi  di  dalam  kota  Madinah.  Akan  tetapi, 
mayoritas  sahabat  yang  muda  berpendapat  sebaiknya 
menyambut  pasukan  Quraisy  di  luar  kota  Madinah.  Maka 
pendapat  mayoritas  itulah  yang  kemudian  dilaksanakan. 
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sekalipun  ini  bertentangan  dengan  pendapat  Rasulullah  saw 
dan  para  sahabat  senior. 

Adapun  dalam  perkara-perkara  yang  memerlukan 
keahlian,  maka  Khalifah  akan  bermusyawarah  dengan  para 
ahli,  bukan  dengan  masyarakat  awam.  Setelah 
bermusyawarah.  Khalifah  akan  mengadopsi  pendapat 
yang  dianggap  memiliki  hujjah  (argumentasi)  paling  kuat. 
Dalam  hal  ini,  pendapat  mayoritas  ahli  tidak  menjadi 
pertimbangan  utama,  karena  pendapat  yang  memiliki 
argumentasi  paling  kuat  tidak  selalu  dipegang  oleh 
kelompok  mayoritas.  Misalnya  dalam  masalah  kelangkaan 
listrik,  setelah  melakukan  musyawarah  dengan  para  ahli. 
Khalifah  akan  memberikan  keputusan  final  apakah  akan 
membangun  pembangkit  listrik  dengan  energi  nuklir, 
energi  matahari,  atau  melakukan  konversi  dari  energi 
bahan  bakar  minyak  ke  batu  bara.  Model  pengambilan 
keputusan  seperti  ini  pernah  dilakukan  oleh  Rasulullah 
menjelang  perang  Badar,  di  mana  Rasulullah  saw  akhirnya 
memindahkan  camp  pasukan  Islam  setelah  melakukan 
musyawarah  dengan  Hubab  bin  Mundzir  ra,  seorang 
shahabat  yang  dianggap  paling  mengetahui  daerah  itu. 


*** 

Khilafah  akan  Fakta  menunjukkan  bahwa  sistem  pemerintahan  di  In- 
Mengakhiri  Penjajahan  donesia  saat  ini  adalah  sistem  sekuler  yang  diwariskan 

oleh  penjajah  Belanda2,  kemudian  dilanjutkan  dan 
dipertahankan  oleh  AS.  Maka  wajar  bila  kekuatan 
kolonialis  masih  bisa  terus  mengontrol  urusan  rakyat 
Indonesia  melalui  sistem  tersebut.  Sistem  pemerintahan 
yang  diterapkan  Indonesia  saat  ini  memiliki  sejumlah 
kelemahan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  kekuatan 
kolonialis  untuk  mengamankan  kepentingan  mereka  di 
Indonesia.  Dengan  hak  legislasi  ada  di  tangan  wakil 
rakyat,  maka  negara-negara  kolonialis  itu,  melalui 
infiltrasi  kepada  wakil-wakil  rakyat  yang  dilakukan 
dengan  berbagai  cara,  dengan  mudah  bisa 
mempengaruhi  produk  hukum  dan  perundang- 
undangan  yang  dihasilkan  oleh  wakil  rakyat  itu. 


2.  Tercermin  dalam  berbagai  Perundangan  yang  masih 
memakai  warisan  Belanda,  seperti  Kitab  Undang-undang 
Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, 
dan  lain-lain. 
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Hasilnya,  lahir  lah  hukum  dan  perundang-undangan 
yang  pro  kepentingan  penjajah.  Lihatlah  UU  Migas,  UU 
Penanaman  Modal,  UU  SDA  dan  yang  lainnya. 

Di  dalam  Daulah  Khilafah,  seluruh  hukum  dan 
perundang-undangan  yang  akan  diterapkan  harus 
berlandaskan  dalil-dalil  syarak  Karena  itu.  Khalifah 
tidak  memiliki  pilihan  lain  kecuali  mengambil  syariah 
dan  peraturan  yang  berasal  dari  al-Quran  dan  as- 
Sunnah.  Dengan  metode  ini,  kedaulatan  benar-benar 
berada  di  tangan  syariah,  bukan  di  tangan  wakil  rakyat. 
Dengan  cara  ini,  kekuatan  penjajah  tidak  mempunyai 
peluang  untuk  memanfaatkan  proses  legislasi  demi 
kepentingan  mereka.  Maka,  pintu  penjajahan  telah 
tertutup  sejak  dini. 


*** 

Sesuai  Pasal  5,  pasal  7B,  dan  pasal  20  UUD  1945  yang  telah 
mengalami  amandemen  IV  (Tahun  2003),  Presiden  tidak 
dapat  diberhentikan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat 
(MPR)  sebelum  Mahkamah  Konstitusi  memutus 
pelanggaran  konstitusi  apa  yang  dilakukan  oleh  Presiden. 
Sementara,  Presiden  bersama  DPR  sepenuhnya  bebas 
membuat  undang-undang  apa  pun,  diantaranya  undang- 
undang  yang  dapat  mencegah  rakyat  memiliki  akses  guna 
melakukan  kontrol  atau  koreksi  terhadap  pemerintah. 
Contoh  mutakhir  adalah  Rancangan  Undang-Undang 
tentang  Kerahasiaan  Negara,  di  mana  di  dalamnya  terdapat 
ketentuan  yang  dapat  membuat  sejumlah  informasi 
penting  yang  menyangkut  rakyat  banyak  tidak  dibuka 
untuk  publik;  atau  Rancangan  Undang-Undang  Jaring 
Pengaman  Sektor  Keuangan  (JPSK),  yang  menyatakan 
bahwa  para  pejabat  di  sektor  keuangan  ini  tidak  dapat 
dijerat  hukum  terkait  kebijakannya  dalam  memberikan 
Bantuan  Likuiditas  guna  menghadapi  krisis  finansial  glo- 
bal. Demikianlah,  ketentuan  dan  mekanisme  dibuat 
sedemikian  rupa  sehingga  pada  akhirnya  rakyat  tidak  bisa 
melakukan  kontrol  dan  koreksi  terhadap  pemerintah. 

Dalam  Daulah  Khilafah,  kepala  negara  atau  Khalifah 
bukanlah  seorang  raja  atau  seorang  diktator.  Khalifah  tidak 
dapat  mengganti  atau  mengubah  syariah  Islam  sesuka 
hatinya.  Dalam  Daulah  Khilafah,  upaya  meminta 
pertanggungjawaban  penguasa  bukan  sekadar  hak,  tapi 


Sistem 

Pemerintahan  Indo- 
nesia Saat  Ini 
Membuat  Penguasa 
Tidak  Mudah 
Diminta 

Pertanggungjawaban. 
Hanya  dalam 
Khilafah,  Kontrol 
yang  Ketat  Bisa 
Dilakukan 


Manifesto  Hizbut  Takrir  untuk  Indonesia  21 


merupakan  kewajiban  dari  setiap  warga,  karena  amar 
ma'ruf  dan  nahi  munkar  merupakan  salah  satu  kewajiban 
dalam  Islam.  Rasulullah  saw.  bersabda: 
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"Demi  dzat  yang  jiwaku  berada  di  tangan-Nya,  hendaklah 
kalian  melakukan  amar  ma’ruf  nahi  munkar , atau  Allah  akan 
menurunkan  hukuman  atas  kalian,  kemudian  kalian  berdoa 
kepada-Nya,  maka  Dia  tidak  mengabulkan  doamu."  (Hr. 
Tirmidzi) 

Jadi,  dalam  Daulah  Khilaf  ah  setiap  orang,  kelompok, 
partai,  anggota  Majelis  Umat  atau  qadhi  Mahkamah 
Madzalim  bisa  mengontrol  dan  mengoreksi  Khalifah.  Is- 
lam memerintahkan  untuk  memberhentikan  seorang 
Khalifah  jika  terbukti  memerintah  bukan  dengan  syariah 
Islam,  atau  jika  bersikap  dzalim  kepada  rakyatnya. 
Pemakzulan  ini  merupakan  sebuah  kewajiban  untuk 
menghilangkan  kedzaliman.  Maka,  ketika  kedzaliman 
terjadi,  masyarakat  berhak  mengajukan  pengaduan  kepada 
Mahkamah  Madzalim.  Jika  kedzaliman  itu  terbukti 
dilakukan  oleh  Khalifah,  maka  Mahkamah  Madzalim 
berhak  memberhen-tikannya. 


Khilafah  Akan  Korupsi  politik  senantiasa  muncul  dalam  masyarakat 
Menghapus  Korupsi  sekuler,  lebih-lebih  di  negara  yang  menerapkan  sistem 
Politik  demokrasi,  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Namun 
masyarakat  seringkah  salah  mengira.  Mereka  menganggap 
korupsi  politik  itu  semata-mata  terjadi  karena  kesalahan 
individu,  bukan  kesalahan  sistemik.  Padahal  fakta 
menunjukkan  bahwa  sistemlah  yang  menghasilkan 
individu-individu  yang  bermasalah.  Dan  sistem  itu  pula 
yang  kemudian  membiarkan  individu-individu  tersebut 
melakukan  berbagai  bentuk  korupsi. 

Salah  satu  bentuk  korupsi  politik  yang  paling 
menonjol  adalah  dengan  memperjual-belikan  pasal-pasal 
dalam  undang-undang  atau  keputusan  politik  lain  seperti 
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penetapan  sebuah  jabatan  atau  penyusunan  anggaran. 
Dengan  hak  untuk  membuat  hukum  perundang-undangan 
yang  dimilikinya,  anggota  lembaga  legislatif  bisa 
melakukan  negosiasi  kepada  pihak-pihak  tertentu,  baik  di 
dalam  maupun  di  luar  negeri  untuk  memasukkan  pasal- 
pasal  dalam  perundangan  yang  menguntungkan  mereka. 
Atau  mengatur  besaran  anggaran  dan  person  tertentu 
dalam  jabatan  publik  yang  sesuai  dengan  kepentingan 
mereka.  Untuk  melakukan  itu  semua,  anggota  legislatif 
akan  mendapatkan  bayaran  sejumlah  uang.  Tertangkapnya 
sejumlah  anggota  DPR  dalam  kasus  suap  menunjukkan 
bahwa  praktek  seperti  itu  memang  berlangsung  secara 
nyata.  Karena  itu,  uang  ratusan  juta  bahkan  milyaran  ru- 
piah yang  dibelanjakan  agar  bisa  menjadi  anggota 
parlemen  dianggap  sebagai  sebuah  investasi  yang  pantas. 
Dengan  cara  inilah  orang-orang  yang  bermental  korup 
justru  yang  paling  banyak  terjaring  masuk  ke  parlemen. 
Tak  mengherankan,  jika  lembaga  perwakilan  rakyat  itu 
lebih  menjadi  wadah  untuk  mengamankan  kepentingan 
individu  yang  korup,  bukan  lembaga  untuk  mengurusi 
kepentingan  rakyat.  Sementara  partai  yang  semestinya 
menjadi  sarana  perjuangan  politik  demi  kepentingan 
rakyat,  justru  menjadi  alat  untuk  melakukan  berbagai 
tindakan  korupsi  politik  tadi.  Walhasil,  jadilah  korupsi 
dilakukan  secara  bersama-sama.  Inilah  fenomena  "korupsi 
berjamaah". 

Dalam  Daulah  Khilafah,  karena  hak  membuat 
hukum  dan  perundang-undangan  ada  pada  syariah  dan 
proses  legislasinya  dilakukan  dengan  ijtihad,  maka  tidak 
ada  seorang  pun,  termasuk  anggota  Majelis  Umat,  yang 
bisa  melakukan  korupsi  politik  dengan  jalan  menjual 
belikan  pasal-pasal  dalam  perundang-undangan  itu.  Dalam 
Daulah  Khilafah,  para  wakil  juga  rakyat  tidak  bisa  memeras 
Khalifah  dengan  ancaman  mosi  tidak  percaya  atas 
prasangka  semata.  Khalifah  hanya  bisa  diberhentikan  bila 
ia  menyimpang  dari  syariah  Islam.  Dengan  cara  inilah, 
Khilafah  akan  menghapuskan  korupsi  politik  yang 
merajalela  di  dalam  sistem  demokrasi. 
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BAB  II 

SISTEM  EKONOMI 

Negara  Wajib  Memenuhi  Kebutuhan 
Pokok  Setiap  Rakyat 


Menyelesaikan 
Masalah  Kemiskinan 
Melalui  Distribusi 
yang  Adil 


Masalah  kemiskinan  sesungguhnya  berpangkal  pada 
buruknya  distribusi  kekayaan  di  tengah 
masyarakat.  Karena  itu,  masalah  ini  hanya  dapat 
diselesaikan  dengan  tuntas  dengan  cara  menciptakan  pola 
distribusi  yang  adil.  Di  mana  setiap  warga  negara  dijamin 
pemenuhan  kebutuhan  pokoknya  dan  diberi  kesempatan 
yang  luas  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekundernya. 
Kesalahan  sistem  ekonomi  Kapitalis  yang  diterapkan  saat 
ini  adalah,  bahwa  upaya  penghapusan  kemiskinan 
difokuskan  hanya  pada  peningkatan  produksi,  baik 
produksi  total  negara  maupun  pendapatan  per  kapita, 
bukan  pada  masalah  distribusi.  Maka,  sistem  ekonomi 
Kapitalis  tidak  akan  pernah  bisa  menyelesaikan  masalah 
kemiskinan  karena  titik  pusat  persoalannya,  yaitu 
distribusi  kekayaan,  tidak  ditata  sebagaimana  semestinya. 


Akibatnya,  pemerintahan  yang  datang  silih  berganti, 
termasuk  di  Indonesia,  selalu  mengarahkan  pandangan 
mereka  pada  pertumbuhan  produksi  serta  peningkatan 
pendapatan  rata-rata  penduduk,  namun  tidak  pernah 
memberi  perhatian  pada  persoalan  bagaimana  kekayaan 
tersebut  didistribusikan  dengan  adil  di  tengah  masyarakat. 
Padahal,  dari  waktu  ke  waktu,  seiring  dengan 
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meningkatnya  produksi,  telah  terjadi  penumpukan 
kekayaan  di  tangan  segelintir  orang.  Pihak  yang  kuat 
meraih  kekayaan  lebih  banyak  melalui  kekuatan  yang 
mereka  miliki.  Sedangkan  yang  lemah  semakin 
kekurangan,  karena  kelemahan  yang  ada  pada  diri  mereka. 
Hal  ini  tak  ayal  semakin  menambah  angka  kemiskinan. 

Islam  memberikan  penyelesaian  masalah 
kemiskinan  ini  dengan  cara  yang  unik.  Intinya,  harus  ada 
pola  distribusi  yang  adil.  Soal  keadilan  distribusi  ini 
disinggung  dalam  al-Quran.  Allah  SWT.  berfirman: 
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"...  Aprt  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah 
kepada  Rasul-Nya  (dari  harta  benda)  yang  berasal  dari 
penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah,  untuk  Rasid, 
kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan 
orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu 
jangan  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di 
antara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  maka 
terimalah.  Dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  maka 
tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya 
Allah  amat  keras  syariatannya."  (Qs.  al-Hasyr  [59]:  7) 

Secara  ekonomi,  negara  harus  memastikan  bahwa 
kegiatan  ekonomi  baik  yang  menyangkut  produksi,  distribusi 
maupun  konsumsi  dari  barang  dan  jasa,  berlangsung  sesuai 
dengan  ketentuan  syariah,  dan  di  dalamnya  tidak  ada  pihak 
yang  mendzalimi  ataupun  didzalimi.  Karena  itu.  Islam 
menetapkan  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  kegiatan 
ekonomi  (produksi,  industri,  pertanian,  distribusi,  dan 
perdagangan),  investasi,  mata  uang,  perpajakan,  dll,  yang 
memungkinkan  setiap  orang  mempunyai  akses  untuk 
mendapatkan  kekayaan  tanpa  merugikan  atau  dirugikan 
oleh  orang  lain. 

Selain  itu,  negara  juga  menggunakan  pola  distribusi 
non  ekonomi  guna  mendistribusikan  kekayaan  kepada 
pihak-pihak  yang  secara  ekonomi  tetap  belum 
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mendapatkan  kekayaan,  melalui  instrumen  seperti  zakat, 
shadaqah,  hibah  dan  pemberian  negara.  Dengan  cara  ini, 
pihak  yang  secara  ekonomi  tertinggal  tidak  semakin 
tersisihkan. 


Publik  Mendapatkan  Sistem  ekonomi  Kapitalis  memberikan  peluang  kepada 
Keuntungan  dari  perusahaan  swasta,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri, 
Sumberdaya  Alam  untuk  mengambil  keuntungan  dari  sumberdaya  alam  yang 
dimiliki  sebuah  negara  melalui  pemberian  ijin  konsesi 
pertambangan,  hak  pengusahaan  hutan,  atau  hak  istimewa 
lain.  Sementara,  sumberdaya  alam  yang  sudah  dikelola 
oleh  perusahaan  negara  juga  tak  luput  dari  sasaran.  Cepat 
atau  lambat  semua  akan  dialihkan  juga  kepada  perusahaan 
swasta  melalui  kebijakan  privatisasi.  Akibatnya,  tentu  saja 
hasil  dari  sumberdaya  alam  itu  lebih  banyak  dinikmati  oleh 
perusahaan-perusahaan  swasta,  sementara  rakyat  justru 
harus  menghadapi  kesulitan.  Setelah  diprivatisasi  pasti 
akan  terjadi  kenaikan  harga  - satu  jalan  guna 
memungkinkan  perusahaan  swasata  itu  meraup  untung 
lebih  besar.  Sebagai  contoh,  penelitian  dari  Universitas  In- 
donesia menunjukkan  adanya  kenaikan  harga  komoditas 
energi  sejak  tahun  1992-2005  baik  untuk  minyak,  gas 
maupun  listrik.3  Demikianlah,  saat  segelintir  orang  meraup 
keuntungan  yang  luar  biasa  besar  dengan  menguasai 
sumber-sumberdaya  alam,  khususnya  energi,  masyarakat 
umum  justru  terpukul  oleh  harga  energi  yang  semakin  tak 
terjangkau.  Setiap  saat,  warga  negara  harus  bersiap 
menghadapi  kenaikan  tagihan  gas  dan  listrik  sehingga 
belanja  untuk  sektor  yang  semestinya  tidak  perlu  itu  justru 
semakin  hari  semakin  besar.  Akibatnya,  rakyat  secara 
sistemik  semakin  termiskinkan. 

Islam  menetapkan  sumberdaya  alam,  khususnya 
energi  sebagai  salah  satu  kekayaan  milik  umum.  Rasulullah 
saw.  bersabda: 
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3.  Untuk  sektor  rumah  tangga,  harga  listrik  naik  dari  Rp.  129 
di  tahun  1992  / KWh  menjadi  Rp.  563  KWh  di  tahun  2005. 
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"Umat  Islam  berserikat  dalam  tiga  perkara:  air,  padang 
rumput,  dan  api."  (Hr.  Ahmad) 

Sebagai  pemilik,  maka  seluruh  rakyat  harus  bisa 
menikmati  hasil  dari  sumberdaya  alam  tersebut.  Karena 
itu,  negara  wajib  mengelola  sumberdaya  alam  itu  dengan 
sebaik-baiknya,  bisa  melalui  semacam  perusahaan  milik 
negara  (BUMN),  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Negara  tidak 
boleh  sama  sekali  menyerahkan  aset  sumberdaya  alam 
kepada  pihak  swasta.  Sebab,  tindakan  ini  sama  saja  dengan 
menyerahkan  sesuatu  yang  bukan  miliknya  kepada  pihak 
lain,  yang  tentu  akan  merugikan  sang  pemilik,  yaitu  rakyat. 
Daulah  Khilafah  akan  memastikan  bahwa  rakyat  bisa 
mendapatkan  keuntungan  dari  sumber-sumberdaya  alam 
miliknya  itu,  khususnya  sumberdaya  energi,  dengan  jalan 
memberikannya  secara  gratis  atau  dengan  harga  yang 
terjangkau  bagi  seluruh  warga  negara. 


Dalam  sistem  Kapitalisme,  pendapatan  utama  negara 
adalah  dari  pajak.  Negara  akan  terus  berusaha 
meningkatkan  perolehan  pajak  agar  apa  yang  disebut  biaya 
pembangunan  semakin  besar  didapat.  Berbagai  upaya 
terus  dilakukan.  Obyek  pajak  dan  mekanisme  pajak  baru 
terus  diciptakan.  Hasilnya,  rakyat  tentu  makin  terbebani. 
Pajak  Penghasilan  akan  menggerogoti  gaji  dan  pendapatan 
rakyat;  Pajak  Penjualan  membuat  beban  belanja  berbagai 
kebutuhan  pokok,  termasuk  makanan  dan  obat-obatan, 
menjadi  semakin  meningkat;  sedangkan  pajak  atas  bahan 
bakar  minyak  semakin  mencekik  para  pelaku  industri  dan 
petani. 

Islam  memiliki  cara  tersendiri  untuk  mengatur 
pendapatan  negara.  Diantaranya  diperoleh  dari  hasil 
kepemilikan  umum  seperti  minyak  dan  gas;  dari  sektor 
pertanian  seperti  kharaj ; dari  sektor  industri  seperti  zakat 
atas  barang  dagangan;  dll.  Dengan  demikian,  Khilafah 
mampu  memperoleh  pemasukan  yang  besar.  Pada  saat 
yang  sama  mampu  mendorong  aktivitas  ekonomi  yang  luar 
biasa.  Mengenai  pajak.  Islam  membebaskan  manusia  dari 
beban  pajak  yang  dzalim.  Kalaupun  ada  pajak,  itu  hanya 
dipungut  dari  orang  yang  masuk  kategori  kaya  dan 
sifatnya  hanya  sementara  hingga  kebutuhan  dana 
tercukupi.  Rasulullah  saw.  bersabda: 


Penghapusan  Pajak 
yang  Dzalim 
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" Tidak  akan  masuk  surga  ipara  pemungut  pajak  (cukai)."  (Hr. 

Ahmad) 

*** 

Investasi  Dalam  Melalui  penerapan  sistem  ekonomi  Islam  yang  benar  dan 
Negeri  konsisten,  Baitul  Maal  dari  Daulah  Khilafah  diyakini  akan 
Menggantikan  mampu  meraup  dana  yang  cukup  besar.  Selanjutnya,  dana 
Investasi  Asing  tersebut  akan  dimanfaatkan  untuk  membiayai 
pembangunan,  khususnya  sektor  yang  masuk  pada  apa 
yang  disebut  dengan  istilah  kewajiban  layanan  publik  atau 
PSO  ( Public  Service  Obligation),  yakni  sektor  pendidikan, 
kesehatan,  dan  inftrastruktur  (jalan,  jembatan,  listrik,  air, 
telepon,  dan  lainnya). 

Juga  untuk  membiayai  industri  berat,  seperti  industri 
persenjataan,  industri  baja,  dan  sebagainya,  dan  proyek- 
proyek  besar,  seperti  pembangunan  bendungan  dan  jaringan 
telekomunikasi  di  seluruh  negeri,  kredit  bebas  bunga  untuk 
menggerakkan  kegiatan  ekonomi  rakyat  serta  bantuan  negara 
untuk  rakyat  yang  memerlukan.  Semua  itu  insya  Allah  akan 
dapat  direalisasikan  tanpa  melibatkan  investasi  atau 
pinjaman  asing. 

*** 


Membebaskan  dari  Pada  dasarnya  Islam  tidak  melarang  individu,  perusahaan. 
Jebakan  Hutang  dan  negara  meminjam  uang  dari  pihak  lain.  Tapi  pinjaman 
harus  tidak  boleh  dengan  bunga  dan  tidak  boleh  dari 
negara  penjajah  atau  lembaga  internasional  seperti  IMF, 
World  Bank  dan  lainnya,  yang  ditengarai  menjadi  alat 
negara  penjajah,  apalagi  dengan  persyaratan-persyaratan 
yang  menjerat.  Bila  Islam  menolak  segala  bentuk 
penjajahan,  maka  Islam  juga  melarang  segala  bentuk 
hubungan  atau  perjanjian  yang  memberi  jalan  bagi 
penjajahan  itu. 

Menurut  Bank  Indonesia  dalam  Laporan 
Perekonomian  Indonesia  2007  pemerintah  Indonesia  dan 
swasta  mempunyai  total  hutang  Luar  Negeri  sebesar  US$ 
136,64  milyar.  Pada  APBN  2009,  pembayaran  cicilan  pokok 
utang  luar  negeri  mencapai  Rp  61,6  trilyun.  Ini  sudah  lebih 
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besar  ketimbang  pinjaman  baru  yang  jumlahnya  hanya  Rp 
52,2  Trilyun.  Hutang  pemerintah  keseluruhan  sudah 
mencapai  35%  dari  Pendapatan  Domestik  Bruto  (PDB),  di 
mana  16%  adalah  hutang  Luar  Negeri  dan  19%  adalah 
hutang  Dalam  Negeri  (dalam  bentuk  Surat  Utang  Negara, 
Obligasi  dan  sebagainya). 


Sebagaimana  negara-negara  penghutang  lain  di 
seluruh  dunia,  Indonesia  juga  telah  masuk  pada  apa  yang 
disebut  jebakan  hutang  (debt  trap).  Indonesia  telah 
membayar  bunga  pinjaman  hingga  miliaran  dollar  AS, 
yang  secara  nominal  lebih  besar  daripada  pokok 
hutangnya,  namun  demikian  Indonesia  masih  tetap  terlilit 
hutang.  Hutang-hutang  seperti  ini  jelas  haram  karena 
mengandung  riba  dan  memberi  jalan  bagi  penjajahan  atas 
negeri  ini.  Allah  SWT  berfirman: 


IkP'  (C-1' ^ 1^3) 


" Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan 
mengharamkan  riba."  (Qs.  al-Baqarah  [2]:  275) 


Daulah  Khilafah  akan  menolak  dengan  keras  hutang 
atau  pinjaman-pinjaman  dana  seperti  itu,  dan  berusaha 
keras  untuk  membebaskan  negeri-negeri  Muslim  dari 
jebakan  hutang.  Juga  akan  membongkar  kejahatan  negara- 
negara  Kapitalis  yang  menjajah  negara-negara  lemah 
melalui  jebakan  hutang.  Khilafah  juga  akan  membantu 
negara-negara  miskin  yang  terlilit  hutang  untuk  bersama- 
sama  mengenyahkan  kapitalisme  global  yang  eksploitatif 
itu. 


* ** 

Alasan  utama  di  balik  semakin  beratnya  beban  kehidupan  Menghapus  Sumber 

ekonomi  masyarakat  adalah  makin  tingginya  biaya  hidup  Inflasi 

akibat  turunnya  nilai  mata  uang  domestik  yang  berupa  fiat 

money.  Nilai  mata  uang  domestik  yang  semakin  lemah 

menyebabkan  harga  barang  dan  jasa  kebutuhan 

masyarakat  terus  naik  itu. 

Ditambah  dengan  terus  terjadinya  depresiasi  rupiah 
terhadap  dollar  AS,  membuat  nilai  rupiah  terus  mengalami 
penurunan  terhadap  mata  uang  asing,  khususnya  dollar 
AS.  Keadaan  ini  sangat  menguntungkan  perusahaan- 
perusahaan  multinasional  Barat,  yang  memproduksi 
barang-barang  di  Indonesia  dengan  biaya  murah. 
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Membangun 

Industri 


Teknologi 

Militer 


kemudian  mengekspornya  ke  negara-negara  Barat  dengan 
harga  yang  lebih  tinggi. 

Inflasi  dan  depresiasi  mata  uang  yang  membuat  daya 
beli  masyarakat  terus  mengalami  penurunan,  dapat  diatasi 
dengan  menetapkan  mata  uang  yang  tahan  terhadap 
tekanan  inflasi  dan  terhindar  dari  depresiasi  maupun 
apresiasi  terhadap  mata  uang  asing  yang  merugikan.  Itulah 
mata  uang  dinar  dan  dirham.  Dengan  menggunakan  mata 
uang  ini,  kondisi  ekonomi  negara  akan  lebih  stabil  dan 
kekayaan  masyarakat  akan  dapat  terlindungi  secara  riil  dan 
terhindar  dari  inflasi. 


*** 


Daulah  Khilafah  akan  mengembangkan  dua  jenis 
industri  utama  yang  terkait  dengan  kepentingan 
masyarakat  luas.  Pertama,  industri-industri  yang 
berkaitan  dengan  kekayaan  milik  umum,  seperti  kilang 
minyak  dan  pemurnian  gas  alam.  Karena  minyak  dan 
gas  alam  termasuk  milik  umum,  maka  status 
kepemilikan  berbagai  industri  yang  terkait  dengan 
komoditas  itu  juga  harus  dikuasi  oleh  negara.  Negara 
mengelolanya  untuk  kepentingan  kesejahteraan  rakyat. 
Kedua,  industri  baja  dan  persenjataan  serta  industri 
berat  lain.  Industri  ini  dibangun  untuk  bisa 
menghasilkan  militer  yang  kuat  demi  pertahanan  negara 
yang  kokoh. 

Daulah  Khilafah  akan  berupaya  keras  membangun 
kedua  jenis  industri  itu  secara  efisien,  yang  tidak  hanya 
dapat  memenuhi  kebutuhan  negara,  tapi  juga  mampu 
menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat. 


*** 

Hingga  saat  ini  kekuatan  militer  Indonesia  masih  sangat 
tergantung  pada  teknologi  dari  luar  negeri.  Sementara  itu, 
Amerika  Serikat  sebagai  negara  paling  unggul  dalam 
industri  militer  ketika  menjual  peralatan  militernya  ke 
berbagai  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia,  tentu  tidak 
sekadar  untuk  tujuan  mendapat  keuntungan  finansial, 
tetapi  juga  untuk  memperkuat  pengaruh  dan 
cengkramannya  di  Indonesia.  Maka,  AS  pasti  akan 
menetapkan  sejumlah  persyaratan  yang  harus  dipenuhi 
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untuk  mendapatkan  pasokan  peralatan  dan  teknologi 
militer  dari  AS.  Persyaratan  itu  pasti  terkait  dengan 
kepentingan  politik  dan  militer  AS  di  Indonesia. 
Selanjutnya,  AS  akan  menciptakan  cara  agar  negara-negara 
pengimpor  peralatan  militer  itu  akan  terus  bergantung 
kepadanya.  Ketergantungan  itu  digunakan  sebagai  alat 
penekan  saat  kepentingan  AS  di  negera  itu  terancam. 
Kebijakan  embargo  senjata  AS  ke  Indonesia  misalnya,  adalah 
wujud  dari  politik  persenjataan  yang  dimainkan  oleh  AS 
untuk  menekan  Indonesia.  Disamping  itu,  AS  juga  tidak 
sungguh-sungguh  membantu  negara  lain  untuk  menjadi  kuat 
secara  militer.  Jadi  yang  boleh  dikirim  ke  negara  lain  adalah 
peralatan  militer  biasa  saja,  bukan  yang  benar-benar  canggih 
untuk  perang  yang  sesungguhnya. 


Salah  satu  jalan  untuk  menjadikan  Daulah  Khilafah 
tidak  tergantung  secara  militer  kepada  negara  lain  adalah 
dengan  cara  memproduksi  dan  mengembangkan  teknologi 
dan  industri  militer  sendiri.  Kebijakan  ini  membuat  Daulah 
Khilafah  akan  mandiri  dan  senantiasa  memiliki 
persenjataan  yang  paling  canggih  dan  paling  kuat  pada 
zamannya.  Langkah  tersebut  juga  menjamin  Daulah 
Khilafah  mempunyai  senjata  kapan  saja  diperlukan, 
termasuk  untuk  kepentingan  psy-zvar  dengan  tujuan 
menggetarkan  lawan,  sebagaimana  perintah  Allah  SWT: 


s l'*  i € 

K I U I 3 JIP  I 


I -L?  L J j ^ . J J*  j 5 J.3  I La  'j  j 

»*'  f,  ,,  ,,  } i f.  s **  'i  s 


"Dan  siapkanlah  untuk  menghadapi  mereka  kekuatan  apa 
saja  yang  kamu  sanggupi  dan  dari  kuda-kuda  yang  ditambat 
untuk  berperang  (yang  dengan  persiapan  itu)  kamu 
menggentarkan  musuh  Allah  dan  musuhmu  dan  orang  orang 
selain  mereka  yang  kamu  tidak  mengetahuinya;  sedang  Allah 
mengetahuinya.”  (Qs.  al-Anfaal  [8]:  60) 


>6  >6  * 


Indonesia  memiliki  sumberdaya  pertanian  yang  luar  biasa, 
utamanya  lahan  pertanian  yang  sangat  luas.  Tapi,  potensi 
ini  belum  dimanfaatkan  secara  optimal.  Banyak  orang  yang 
memiliki  lahan  sangat  luas,  tapi  tidak  dikelola  dengan 


Pengembangan 

Pertanian 
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benar,  dan  sengaja  hanya  dijadikan  sebagai  objek  investasi 
spekulatif.  Sementara  bila  ada  orang  yang  mengolah  lahan 
pertanian,  dia  hanya  sebagai  buruh  tani,  bukan  pemilik 
lahan.  Jadi,  ada  begitu  banyak  orang  yang  mengelola  lahan 
pertanian,  tapi  mereka  tidak  memiliki  lahan  itu.  Mereka 
hanya  membayar  sewa  kepada  pemiliknya. 

Islam  memandang  bahwa  persoalan  pertanian  pada 
hakikatnya  berhubungan  dengan  pemanfaatan  lahan 
pertanian  itu  sendiri.  Dengan  aturan  yang  jelas.  Islam 
menyelesaikan  persoalan  lahan  pertanian  dengan 
menetapkan  larangan  pemisahan  antara  pemilik  dan 
pengelola  lahan  pertanian.  Rasulullah  saw.  bersabda: 

/ £ s } f ^ c . o ^ f * ot-ssoz-o  s 

«<J^I  y>S-\ 

"Barangsiapa  memakmurkan  (mengelola)  tanah  yang  tidak 
menjadi  milik  siapa  pun,  maka  dia  berhak  atas  tanah 
tersebut."  (Hr.  Bukhari) 

Islam  juga  menetapkan  bahwa  negara  berhak 
menyita  lahan  pertanian  dari  pemiliknya  jika  lahan  itu 
tidak  dikelola  selama  tiga  tahun  berturut-turut.  Ketentuan 
ini  mendorong  pemanfaatan  lahan  pertanian  secara  opti- 
mal oleh  pemilik  lahan,  yang  pada  gilirannya  akan 
meningkatkan  produksi  pertanian.  Daulah  Khilafah  akan 
memberikan  bantuan  saprotan  (sarana  produksi  pertanian) 
atau  pinjaman  dana  tanpa  bunga  untuk  modal  mengelola 
lahan  pertanian  dengan  sebaik-baiknya.  Bila  kebijakan 
semacam  ini  diterapkan  di  Indonesia,  tentu  akan  dapat 
meningkatkan  kemampuan  pertanian  negara,  sehingga 
ketahanan  pangan  yang  merupakan  salah  satu  unsur 
penting  dalam  membangun  kesejahteraan  dan 
kemandirian  dalam  sebuah  negara,  benar-benar  dapat 
diwujudkan. 
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BAB  III 

SISTEM  PERADILAN  ISLAM 

Rahmat  bagi  Seluruh  Rakyat 


Kedamaian  dan  ketenteraman  hidup  dalam  masyarakat 
tidak  mungkin  bisa  diwujudkan  tanpa  keadilan. 
Persoalannya,  keadilan  seperti  apa?  Selama  ini,  pengertian 
keadilan  ditetapkan  menurut  standar  yang  tidak  jelas. 
Keadilan  menurut  sudut  pandang  tertentu  tentu  akan 
berbeda  dengan  pengertian  keadilan  menurut  sudut 
pandang  yang  lain.  Sebagai  contoh,  orang  yang  menghina 
Nabi  Muhammad  menurut  ketentuan  syariah  Islam  harus 
dihukum  mati,  apakah  ini  adil?  Ataukah  justru  sebaliknya, 
orang  seperti  ini  harus  dilindungi  dengan  alasan  kebebasan 
berekspresi? 


Hanya  Islam  yang 
Dapat  Memberikan 
Keadilan  bagi  Seluruh 
Umat  Manusia 


Dalam  sistem  sekuler,  pengertian  dan  standar 
keadilan  ditentukan  menurut  akal  manusia  melalui 
anggota  parlemen.  Mereka  menetapkan  ketentuan- 
ketentuan  hukum  menyangkut  apa  yang  dimaksud  dengan 
kejahatan  dan  apa  pula  sanksi  bagi  pelakunya.  Menurut 
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia, 
misalnya,  menyerukan  jihad  guna  melawan  pendudukan 
AS  di  Irak  dan  Afghanistan,  secara  teoretis  dapat  dianggap 
kejahatan  "menunjukkan  permusuhan  kepada  negara 
sahabat",  meski  pada  hakikatnya  seruan  jihad  itu  adalah 
sebuah  kewajiban  agama.  Sistem  peradilan  sekuler  juga 
memberikan  hak  prerogratif  kepada  presiden  untuk 
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memberikan  pengampunan  (grasi,  amnesti,  dan  abolisi) 
kepada  seorang  penjahat. 

Sementara  dalam  Daulah  Khilafah,  syariah  Islam 
menjadi  Standard  yang  digunakan  untuk  menentukan  apa 
yang  dimaksud  dengan  kejahatan  sekaligus  menetapkan 
aturan  sanksinya.  Dengan  pijakan  yang  khas  inilah,  para 
hakim  ( qadhi ) memberikan  putusan  hukum  yang  adil 
kepada  seluruh  anggota  masyarakat.  Dalam  Daulah 
Khilafah  tidak  ada  pemisahan  antara  peradilan  sipil  dengan 
peradilan  syariah,  karena  semua  putusan  hukum  diberikan 
dengan  menggunakan  dasar  syariah  Islam.  Maka  jelas 
sekali,  tidak  mungkin  terwujud  keadilan  di  tengah 
masyarakat  hingga  seluruh  undang-undang  yang  terkait 
dengan  peradilan,  definisi  kejahatan,  hukum  pembuktian, 
jenis  sanksi,  hak  pengampunan  dan  lain-lainnya,  semuanya 
didasarkan  pada  syariah  Islam.  Dan  hanya  Khilafah  saja 
yang  bisa  memberikan  jaminan  bahwa  seluruh  hukum  dan 
perundang-undangan  yang  terkait  dengan  sistem 
peradilan  diambil  dari  al-Quran  dan  as-Sunnah.  Hanya 
dengan  cara  inilah  keadilan  di  tengah  masyarakat  bisa 
diwujudkan. 


* ** 


Sistem  Peradilan  Islam  Warga  negara  biasa  di  Indonesia  sering  kali  merasa 
Memberikan  Putusan  frustrasi  ketika  berusaha  mendapatkan  keadilan,  karena 
Tanpa  Berbelit-belit  ruwetnya  proses  hukum  yang  berlaku  di  sini.  Meskipun 
vonis  sudah  ditetapkan,  para  pihak  masih  bisa  mengajukan 
banding  ke  pengadilan  tinggi  sehingga  putusan  hukum 
harus  tertunda.  Ketika  pengadilan  tinggi  sudah  mengambil 
keputusan,  para  pihak  masih  bisa  lagi  mengajukan  kasasi. 
Maka  putusan  hukum  kembali  tertunda.  Akibatnya,  dalam 
sistem  peradilan  warisan  penjajah  Belanda  ini  ribuan  kasus 
tertunda  dan  mengantri  di  Pengadilan  Tinggi  dan 
Mahkamah  Agung,  sementara  kasus-kasus  baru  terus 
bertambah  setiap  hari.  Realitas  semacam  ini  hanya  akan 
mendorong  para  pelaku  kejahatan,  yang  mengerti  seluk- 
beluk  sistem  peradilan,  mengulur-ulur  putusan  hukum. 
Sebab,  sekalipun  vonis  sudah  dijatuhkan,  mereka  masih 
bisa  mengajukan  banding  dan  kasasi,  sehingga  keputusan 
hukum  bisa  ditunda.  Wajar  bila  dalam  kasus  sengketa  tanah, 
misalnya,  bisa  memakan  waktu  lebih  dari  20  tahun  untuk 
sampai  keputusan  di  tingkat  kasasi  MA.  Itupun  masih  ada 
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lagi  upaya  hukum  yang  disebut  PK  atau  peninjauan  kembali. 
Jadi  kapan  keadilan  ibi  akan  datang? 

Daulah  Khilafah  akan  mengakhiri  sistem  yang 
berbelit-belit  dan  bertele-tele  ini.  Dalam  sistem  peradilan 
Islam,  putusan  hukum  yang  dibuat  oleh  qadhi  atau  hakim 
adalah  putusan  yang  final.  Tidak  ada  lagi  mahkamah  band- 
ing. Jadi,  tidak  ada  satu  pun  pihak  yang  dapat  merubah 
putusan  qadhi  itu.  Kecuali  jika  vonis  tersebut  bertentangan 
dengan  syariah  Islam  yang  pasti  ( qath'iy ),  yang  tidak  ada 
ikhtilaf  di  dalamnya;  atau  ketika  hakim  mengabaikan  fakta 
yang  pasti,  tanpa  alasan  yang  jelas.  Bila  terjadi 
penyimpangan-penyimpangan  seperti  itu,  maka  kasus 
tersebut  bisa  dibawa  ke  Mahkamah  Madzalim.  Dengan 
cara  inilah,  publik  bisa  mendapatkan  keadilan  dalam 
waktu  yang  singkat,  dan  tidak  membebani  pengadilan 
dengan  antrian  kasus  yang  sangat  panjang.  Para  pelaku 
kejahatan  pun  tidak  bisa  lepas  dari  rasa  takut,  karena  vonis 
yang  ditetapkan  pengadilan  akan  segera  dieksekusi. 


Sistem  peradilan  sekuler  membuka  pintu  kedzaliman.  Dalam  Seseorang  Tidak  Bisa 

sistem  peradilan  warisan  penjajah  Belanda  ini,  kedzaliman  Dihukum  Tanpa  Bukti 

sudah  terjadi  sejak  saat  sebuah  kasus  dilaporkan  kepada 

kepolisian.  Banyak  orang  yang  dengan  penuh  kedengkian 

menyampaikan  tuduhan  palsu  kepada  pihak  lain  dengan 

tujuan  agar  lawannya  dijebloskan  ke  penjara.  Saat  ini,  ada 

ribuan  orang  tak  bersalah  di  Indonesia  yang  didzalimi, 

ditangkap,  dan  dijebloskan  ke  penjara  semata-mata  karena 

alasan  kecurigaan. 

Dalam  sistem  peradilan  Islam,  seorang  harus  tetap 
dianggap  tak  bersalah  sampai  bisa  dibuktikan 
kesalahannya,  sehingga  tidak  ada  alasan  untuk 
memasukkannya  ke  penjara.  Selanjutnya,  menjadi  tugas 
penuntut  untuk  membuktikan  kesalahan  pihak  tersangka. 

Jika  gagal,  kasus  tersebut  akan  segera  dibatalkan,  kecuali 
apabila  hakim  berdasar  bukti  yang  ada  memiliki 
kecurigaan,  bahwa  tersangka  akan  melarikan  diri.  Tanpa 
bukti  yang  ada,  hakim  tidak  bisa  menahan  tersangka  lebih 
lama.  Tersangka  harus  segera  dibebaskan.  Demikianlah, 

Daulah  Khilafah  akan  membebaskan  rakyat  dari 
kedzaliman  sistem  peradilan  sekuler  yang  berlaku  saat  ini. 


**  * 
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Penguasa  Dapat  Dalam  sistem  peradilan  sekuler  yang  berlaku  di  Indone- 
Diajukan  ke  Depan  sia  saat  ini,  presiden,  gubernur,  dan  para  menteri  tidak 
Pengadilan  dapat  didakwa  atas  kekeliruan  kebijakan  mereka,  selama 
kebijakan  itu  dianggap  berdasarkan  undang-undang  yang 
ada.  Karena  itu,  masyarakat  tidak  dapat  mengajukan 
mereka  ke  muka  pengadilan  meski  telah  nyata-nyata 
melakukan  sebuah  kebijakan  yang  keliru,  seperti 
penerbitan  "Release  and  Discharge”  oleh  presiden  untuk 
sejumlah  penerima  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia 
(BLBI)  yang  hanya  membayar  kembali  utangnya  sekian 
persen  sehingga  merugikan  negara  ratusan  trilyun  rupiah. 
Kebijakan  itu  dianggap  benar  karena  menurut  peraturan. 
Presiden  berdasarkan  kriteria-kriteria  tertentu  yang  sudah 
dibuat  lebih  dulu,  boleh  menerbitkan  R and  D itu.  Maka, 
Presiden  tidak  dapat  dituntut  di  muka  hakim,  kecuali  bila 
ada  indikasi  korupsi  atau  suap  dalam  pengambilan 
keputusan  tersebut.  Ini  juga  tidak  mudah  dibuktikan 
karena  biasanya  suap  atau  korupsi  seperti  ini  dilakukan 
dengan  sangat  rapi  dan  transaksinya  dilakukan  di  luar 
negeri.  Yang  bisa  dilakukan  oleh  masyarakat  hanyalah 
mengajukan  judicial  review  ke  Mahkamah  Konstitusi  agar 
undang-undang  atau  sebuah  peraturan  yang  dinilai  tidak 
bagus  seperti  UU  Kelistrikan,  dicabut  oleh  Mahkamah 
Konstitusi. 

Dalam  sistem  Islam,  tidak  ada  seorang  pun  yang 
tidak  bisa  diajukan  ke  muka  pengadilan.  Semua  bisa,  meski 
ia  adalah  seorang  Khalifah  atau  pejabat  tinggi  negara.  Qadhi 
Madzalim  dari  Mahkamah  Madzalim  akan  menyidang 
kasus-kasus  yang  melibatkan  penguasa  atas  kekeliruan 
kebijakan  yang  mereka  ambil.  Qadhi  Madzalim  juga  berhak 
menghukum  dan  memberhentikan  penguasa. 
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BAB  IV 

SISTEM  PERGAULAN  ISLAM 

Laki-Laki  dan  Perempuan  Bekerjasama 
untuk  Meraih  Keridhaan  Allah  SWT 


Sistem  pergaulan  adalah  sistem  yang  mengatur  interaksi 
antara  laki-laki  dan  perempuan  di  tengah  masyarakat. 
Sistem  pergaulan  yang  diterapkan  Daulah  Khilafah  adalah 
sistem  berdasar  pada  syariah,  buka36n  nilai-nilai  Barat 
yang  rusak.  Saat  ini,  masyarakat  Barat  tengah  mengalami 
kehancuran  moral  karena  mengadopsi  prinsip  liberalisme 
atau  "kebebasan".  Menurut  paham  liberalisme,  setiap  or- 
ang boleh  berpikir,  berpendapat,  bertingkah  laku  termasuk 
berpakaian  dan  bergaul  dengan  bebas.  Atas  dasar  prinsip 
ini,  laki-laki  dan  perempuan  di  Barat  bergaul  bebas  hingga 
menjalin  hubungan  intim  di  luar  ikatan  pernikahan. 
Akibatnya,  banyak  anak-anak  lahir  tanpa  bapak  yang  jelas. 
Tanpa  ikatan  pernikahan,  membuat  seorang  perempuan 
di  sana  harus  menanggung  semuanya  sendiri.  Lahirlah 
fenomena  "single  mother"  yang  harus  menafkahi  anaknya, 
menyediakan  tempat  tinggal  dan  berbagai  kebutuhan 
lainnya  sendiri,  sehingga  anak-anak  kehilangan  kasih 
sayang  dan  asuhan  kedua  orangtuanya. 


Pergaulan  Berdasarkan 
Sistem  Islam,  Bukan 
Nilai-nilai  Barat  yang 
Rusak 


Menurut  Islam,  manusia  tidaklah  "bebas".  Setiap 
manusia  adalah  hamba  Allah  SWT.  Dia  terikat  pada  aturan- 
aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  syariah-Nya,  baik 
dalam  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  di  tengah 
masyarakat.  Karena  itu,  seorang  Muslim  harus  menjaga 
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pergaulan  dengan  lawan  jenisnya  sesuai  dengan  aturan 
Islam.  Kesediaan  laki-laki  dan  perempuan  bergaul  dengan 
benar  akan  menjamin  terbentuknya  sebuah  masyarakat 
yang  mulia  dan  terhindar  dari  segala  bentuk  penyakit  sosial 
(pergaulan  bebas,  anak  lahir  tanpa  bapak,  single  parent, 
stress  sosial,  family  disorder,  dan  lainnya),  seperti  yang  saat 
ini  marak  terjadi  di  negeri-negeri  Barat.  Selain  itu,  menjadi 
kewajiban  negara  untuk  memastikan  agar  seluruh 
warganya  patuh  dengan  syariah  Islam  dalam  pergaulan. 
Karena  itu,  dalam  Daulah  Khilafah,  tidak  seorang  pun 
boleh  bergaul  bebas  dengan  lawan  jenisnya  melampuai 
batas  apalagi  berzina,  bebas  berpakaian  sekehendak 
hatinya  atau  minum  alkohol  dengan  alasan  kebebasan. 
Pendeknya,  syariah  Islam  harus  dijadikan  sebagai  landasan 
dalam  bergaul  dan  berinteraksi  di  tengah  masyarakat. 


*** 


Hak  dan  Kewajiban 
Laki-Laki  dan 
Perempuan 
Ditentukan  oleh  Allah 
SWT  Sesuai  Fitrah 
Masing-masing,  Bukan 
Berdasar  Konsep 
"Kesetaraan  Gender" 
ala  Barat 


Allah  SWT  adalah  pencipta  manusia,  baik  laki-laki  maupun 
perempuan.  Dalam  pandangan-Nya,  tidak  ada  kelebihan 
salah  satu  dibandingkan  yang  lain.  Bagi-Nya,  satu-satunya 
ukuran  yang  membedakan  kedudukan  mereka  adalah 
ketaqwaannya.  Dalam  al-Quran  Allah  SWT.  berfirman: 
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“Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari 
seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan 
kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu 
saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling 
mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling 
tacjwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha 
mengetahui  lagi  Maha  Mengenal."  (Qs.  al-Hujurat  [49]: 
13) 


Baik  laki-laki  maupun  perempuan  dapat  meraih 
kedudukan  yang  tertinggi  dengan  jalan  taat  kepada  aturan 
Allah  SWT.  Menurut  Islam,  laki-laki  dan  perempuan  boleh 
beraktivitas  di  tengah  masyarakat  sesuai  kedudukan  mereka 
sebagai  manusia.  Allah  SWT  telah  mengamanahkan 
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tanggung  jawab  yang  sama  kepada  laki-laki  dan  perempuan, 
sesuai  dengan  fakta  bahwa  mereka  memiliki  kesamaan  dalam 
hal  kebutuhan  fisik,  naluri,  dan  kemampuan  akal.  Tapi,  Al- 
lah SWT  juga  memberikan  kepada  keduanya  tanggung  jawab 
yang  berbeda,  sesuai  sifat  jenis  kelamin  keduanya  yang 
berbeda. 

Dalam  hal-hal  yang  keduanya  memiliki  kesamaan, 
Allah  SWT  memberikan  tanggung  jawab  yang  sama. 
Keduanya  memiliki  kewajiban  menjalankan  shalat,  puasa, 
zakat,  haji,  berbakti  kepada  kedua  orangtua, 
mendakwahkan  Islam,  mengoreksi  kebijakan  penguasa, 
dan  sebagainya.  Sedangkan  dalam  hal-hal  yang  keduanya 
memiliki  perbedaan,  Allah  SWT  pun  memberikan 
tanggung  jawab  yang  berbeda  kepada  keduanya.  Jihad 
misalnya,  hanya  diwajibkan  untuk  laki-laki,  tidak  wajib 
bagi  perempuan.  Laki-laki  wajib  memberikan  nafkah  bagi 
anggota  keluarganya,  sedangkan  perempuan  tidak. 
Menyusui  dan  mengasuh  anak  adalah  tanggung  jawab 
perempuan,  bukan  laki-laki.  Begitu  juga  mengatur  rumah 
tangga,  adalah  kewajiban  perempuan,  meski  laki-laki 
dianjurkan  untuk  membantunya. 

Orang-orang  Barat  tidak  mau  mengakui  realitas 
keterbatasan  akalnya  dan  merujuk  kepada  wahyu  Allah 
SWT.  Mereka  justru  mengadopsi  pendekatan  simplistik 
untuk  menghadapi  persoalan  yang  rumit  ini,  yaitu  dengan 
memaksakan  pendapat  bahwa  laki-laki  dan  perempuan 
adalah  setara  dan  memberlakukan  prinsip  "kesetaraan 
gender"  bagi  keduanya.  Konsekuensinya,  perempuan 
menjadi  mitra  laki-laki  dalam  pekerjaan  mencari  nafkah. 
Tapi,  fitrah  biologis  perempuan  tak  ayal  menunjukkan 
bahwa  tanggung  jawab  mengandung  dan  menyusui  anak 
masih  merupakan  tanggung  jawab  perempuan.  Dengan 
konsep  "kesetaraan  gender"  tersebut,  kaum  laki-laki  justru 
telah  membebani  kaum  perempuan  dengan  beban  yang 
sesungguhnya  menjadi  tanggung  jawab  laki-laki. 

Daulah  Khilafah  akan  menerapkan  syariah  Islam 
yang  terkait  dengan  interaksi  antara  kaum  laki-laki  dengan 
kaum  perempuan  dan  akan  membebaskan  kaum 
perempuan  dari  kedzaliman  sistem  sekuler. 


* ** 
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Peran  Kaum  Tanggung  jawab  utama  seorang  perempuan  dalam  sebuah 
Perempuan  dalam  masyarakat  adalah  di  dalam  rumah  tangganya.  Sedangkan 
Masyarakat  peran  utama  perempuan  adalah  menjadi  seorang  ibu  dan 
istri.  Sesungguhnya,  mengatur  urusan  rumah  tangga  dan 
mengasuh  anak-anak  adalah  tanggung  jawab  yang  amat 
berat  dan  juga  mulia.  Bila  seorang  perempuan  ingin 
mengambil  pekerjaan  yang  diyakini  tidak  akan 
mengganggu  tanggung  jawab  utamanya  itu  dengan  bekerja 
di  luar  rumah,  misalnya,  maka  syariah  pun 
mengizinkannya.  Demikianlah,  perempuan  boleh 
mengambil  peran  dalam  sektor  pertanian,  industri, 
maupun  perdagangan.  Karena  itu,  seorang  perempuan 
boleh  menjadi  dokter,  guru,  insinyur,  ilmuwan,  hakim, 
pegawai  negeri,  politisi,  anggota  Majlis  Umat  dan 
sebagainya.  Selain  itu,  perempuan  juga  boleh  memiliki 
harta  pribadi,  baik  harta  bergerak  maupun  tak  bergerak. 
Tetapi,  perempuan  tidak  boleh  bekerja  pada  bidang-bidang 
yang  mengeksploitasi  karakter  keperempuanannya, 
misalnya  sebagai  model  iklan,  peragawati,  dan  lain-lain. 
Perempuan  juga  tidak  boleh  menduduki  jabatan-jabatan 
puncak  di  pemerintahan  (semisal  presiden,  khalifah  atau 
lainnya),  karena  Rasulullah  saw.  telah  mengecualikan 
perempuan  dari  tanggung  jawab  ini.  Pada  saat  putri  Kisra, 
Raja  Persia,  dinobatkan  sebagai  penguasa,  Rasulullah  saw. 
bersabda: 

-f'  o 0 t y o f o P ' s |b  » f 
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" Tidak  akan  beruntung  suatu  kaum  apabila  mereka 
menyerahkan  pemerintahannya  kepada  seorang  perempuan." 

(Hr.  al-Bukhari) 


Tanggung  Jawab  Tanggung  jawab  menyediakan  nafkah  bagi  seluruh 
Nafkah  pada  Suami  anggota  keluarga  terletak  di  pundak  suami.  Jika  karena 
suatu  alasan  tertentu,  suami  tidak  mampu  melaksanakan 
tanggung  jawab  tersebut,  maka  tugas  memberikan  nafkah 
tersebut  berpindah  kepada  kerabat  terdekat  yang  mampu. 
Bila  sebuah  keluarga  tidak  memiliki  seorang  pun  yang 
mampu  memberikan  nafkah,  maka  negara  bertanggung 
jawab  untuk  menyediakan  nafkah  bagi  mereka. 
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Pada  dasarnya  dalam  masyarakat  Islam,  kehidupan  laki- 
laki  terpisah  dari  kehidupan  perempuan.  Karenanya, 
pergaulan  bebas  antara  laki-laki  dan  perempuan,  serta 
aktivitas  campur-baur  ( ikhthilath ) di  antara  keduanya  tidak 
dibolehkan.  Namun  demikian,  laki-laki  dan  perempuan 
bisa  bertemu  dalam  aktivitas-akbvitas  tertentu  di  mana  ada 
kepentingan  yang  dibenarkan  oleh  syariah,  misalnya  dalam 
perdagangan,  jual-beli,  sewa-menyewa,  urusan  perwakilan 
( wakalah ),  urusan  kesehatan,  pendidikan,  dan  perkara- 
perkara  mubah  lainnya.  Untuk  keperluan  yang  sifatnya 
wajib,  seperti  pelaksanaan  ibadah  haji  atau  pembayaran 
zakat,  dan  keperluan  yang  sifatnya  sunnah  ( mandub ), 
seperti  sadekah,  membantu  orang  yang  membutuhkan 
pertolongan,  atau  menengok  orang  sakit,  laki-laki  dan 
perempuan  boleh  bertemu.  Selain  itu,  perempuan  tidak 
dilarang  keluar  rumah  untuk  memenuhi  keperluannya 
selama  bisa  menjaga  cara  berpakaian  dan  pergaulan  sesuai 
dengan  tuntunan  syariah. 

Laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  tidak 
mempunyai  hubungan  mahram  dilarang  berduaan  ( khalwat ) 
di  suatu  tempat  tanpa  ada  orang  ketiga  bersama  mereka. 
Begitu  juga  tidak  seorang  pun  boleh  memasuki  ruang 
tertentu  yang  secara  syar'i  memerlukan  izin.  Rasulullah 
saw.  pernah  bersabda: 
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" Tidak  diperbolehkan  seorang  laki-laki  dan  perempuan 
berkhalwat,  kecuali  jika  perempuan  itu  disertai  mahramnya/' 

(Hr.  al-Bukhari) 


Di  samping  itu,  sebelum  keluar  rumah,  seorang 
perempuan  juga  wajib  mengenakan  khimar  (kerudung 
penutup  kepala  hingga  dada)  dan  jilbab  (jubah)  yang  akan 
menutupi  tubuhnya  dari  pundak  hingga  tumit.  Dalam  al- 
Quran  Allah  SWT.  berfirman: 
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" Hai  Nabi,  katakanlah  kepada  isteri-isterimu,  anak-anak 
perempuanmu  dan  isteri-isteri  orang  mukmin:  "Hendaklah 
mereka  mengulurkan  jilbabnya  ke  seluruh  tubuh  mereka." 
Yang  demikian  itu  supaya  mereka  lebih  mudah  untuk  dikenal, 


Khilafah  Akan 
Mengatur  Interaksi 
antara  Laki-laki  dan 
Perempuan 
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karena  itu  mereka  tidak  di  ganggu.  Dan  Allah  adalah  Maha 
Pengampun  lagi  Maha  Penyayang."  (Qs.  al-Ahzab  [33]: 
59) 

Kaum  laki-laki  juga  wajib  menutup  auratnya,  yakni  bagian 
tubuh  dari  pusar  hingga  lutut. 

*** 

Hukum-hukum  Islam  Saat  ini,  masyarakat  Indonesia  tengah  berada  dalam 
Akan  Menciptakan  bahaya,  di  mana  angka  kejahatan  seksual  mengalami 
Masyarakat  yang  Khas  peningkatan  dari  hari  ke  hari.  Pesta  campur-baur, 
dan  Tenteram  perbuatan  tak  senonoh,  dan  perilaku  vulgar  terus-menerus 
dipropagandakan  untuk  menghancurkan  generasi  muda 
kita.  Maraknya  film-film  cabul,  pentas  drama  yang  vulgar 
dan  pesta-pesta  dansa,  mendorong  para  generasi  muda 
yang  belum  menikah  untuk  melanggar  batasan-batasan 
yang  ditetapkan  Allah  SWT  saat  memuaskan  dorongan 
seksnya.  Namun  demikian,  sebagaimana  bisa  kita  lihat 
pada  masyarakat  Barat,  semua  aktivitas  ini  tidak  akan 
pernah  menghasilkan  kebahagiaan,  kepuasan,  dan 
ketenteraman  masyarakat. 

Dengan  penerapan  sistem  pergaulan  Islam  akan 
menjamin  terbentuknya  masyarakat  yang  mulia  dan 
beradab;  di  mana  laki-laki  dan  perempuan  melaksanakan 
aktivitas  kehidupan  sehari-hari  dengan  cara  yang 
terhormat.  Itulah  masyarakat  yang  memandang 
perempuan  bukan  sebagai  komoditas  yang  bisa 
dieksploitasi,  tetapi  sebagai  warga  negara  yang  terhormat 
dan  aktif.  Sebuah  masyarakat  yang  generasi  mudanya 
terlindung  dari  pemikiran  dan  gaya  hidup  yang  merusak, 
dan  hidupnya  diarahkan  oleh  cara  hidup  yang  baik,  yang 
membuat  hatinya  dipenuhi  perasaan  takwa  kepada  Allah 
SWT.  Sebuah  masyarakat  dengan  lingkungan  yang  sehat, 
di  mana  generasi  mudanya  dapat  memenuhi  dorongan 
naluriahnya  dalam  batas-batas  yang  dibenarkan  syariah. 
Jika  Khilafah  telah  menciptakan  kondisi  yang  sangat  baik 
itu,  dan  masih  ada  yang  melakukan  pelanggaran,  misalnya 
melakukan  perzinaan,  maka  akan  dikenakan  sanksi  tegas 
yaitu  rajam  atau  jilid,  yang  dilakukan  di  hadapan  publik 
agar  publik  dapat  mengambil  pelajaran  darinya. 
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BAB  V 

MEDIA  DAN  INFORMASI 

Menciptakan  Masyarakat 
yang  Cerdas  dan  Peduli 

Informasi  yang  sehat  merupakan  perkara  penting  bagi  Media  Berperan 
Daulah  Khilafah,  yaitu  untuk  menyatukan  negeri-negeri  Penting  dalam 
Muslim  dan  mengemban  dakwah  Islam  ke  seluruh  umat  Mengokohkan 
manusia.  Media  informasi  diperlukan  untuk  Dakwah  Islam 
menggambarkan  Islam  dengan  benar  dan  membina 
kepribadian  masyarakat  sehingga  terdorong  untuk  hidup 
dengan  cara  yang  Islami  dan  menjadikan  syariah  Islam 
sebagai  tolok  ukur  dalam  segala  kegiatan  hidupnya.  Me- 
dia informasi  juga  berperan  dalam  mengungkap  kesalahan 
pemikiran,  paham,  dan  ideologi  serta  aturan-aturan 
sekuler.  Dengan  cara  itu,  masyarakat  menjadi  paham 
tentang  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah,  serta 
terhindar  dari  pemikiran,  pemahaman,  dan  gaya  hidup 
yang  tidak  Islami.  Bila  umat  memiliki  pemahaman  Islam 
yang  tinggi,  maka  mudah  bagi  Daulah  Khilafah  untuk 
menyingkirkan  nilai-nilai  sekulerisme  dan  mengokohkan 
nilai-nilai  Islam  yang  agung  itu  di  tengah  masyarakat. 

Media  informasi  juga  mempunyai  tanggung  jawab  besar 
untuk  mempropagandakan  kekuatan  militer  dan 
pertahanan  Daulah  Khilafah  kepada  masyarakat  luar. 

Dengan  demikian,  media  informasi  memainkan  peranan 
penting  dalam  membantu  meraih  tujuan-tujuan  politik  luar 
negeri  Daulah  Khilafah. 
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Media  juga  akan  memainkan  peranan  penting  untuk 
mengontrol  dan  menasihati  penguasa  dalam  melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya  memimpin  dan  mengatur 
masyarakat  dengan  syariah  Islam.  Namun  demikian,  ada 
informasi-informasi  tertentu  yang  sangat  erat  kaitannya 
dengan  urusan  negara,  yang  tidak  dapat  dipublikasikan 
secara  bebas.  Misalnya,  informasi  menyangkut  pertahanan 
dan  keamanan,  seperti  tentang  gerak  pasukan,  atau  berita 
tentang  kemenangan  dan  kekalahan.  Jenis  informasi  seperti 
ini  harus  dihubungkan  secara  langsung  kepada  Khalifah, 
sehingga  bisa  diputuskan  mana  yang  harus  dirahasiakan 
dan  mana  yang  bisa  dipublikasikan.  Allah  SWT  berfirman: 


jJj  lj_C- 131  I j i I y»  y I jv-A  f-  \jy 

jtOj.jo.yizd  jjj jl  Jji  ^ J j j 

S s s 4 ^ ^ s s s 

Sf  J p 4ii\  J.^i3  'jjjj 


i 


"Dan  apabila  datang  kepada  mereka  suatu  berita  tentang 
keamanan  ataupun  ketakutan,  mereka  lalu  menyiarkannya. 
Dan  kalau  mereka  menyerahkannya  kepada  Rasul  dan  ulil 
amri  di  antara  mereka,  tentulah  orang-orang  yang  ingin 
mengetahui  kebenarannya  (akan  dapat)  mengetahuinya  dari 
mereka  (Rasul  dan  ulil  amri).  Kalau  tidaklah  karena  karunia 
dan  rahmat  Allah  kepada  kamu,  tentulah  kamu  mengikut 
syaitan,  kecuali  sebahagian  kecil  saja  (di  antaramu)."  (Qs. 
An-Nisaa'  [4]:  83) 


Selain  informasi  rahasia  sebagaimana  disebutkan  di  atas, 
media  juga  dapat  memberitakan  segala  bentuk  informasi, 
selama  informasi  tersebut  berdasar  pada  fakta  yang  benar. 


Setiap  Warga  Negara 
Berhak  Mendirikan 
Stasiun  TV  dan 
Menerbitkan  Media 


Setiap  warga  negara  dalam  Daulah  Khilafah  memiliki 
kesempatan  untuk  mendirikan  perusahaan  media,  baik 
media  cetak  maupun  media  elektronik  asal  media  itu 
dikelola  dengan  tidak  melanggar  ketentuan  akidah  dan 
syariah  Islam.  Tiap  warga  yang  mendirikan  perusahaan 
media  hanya  perlu  memberitahukan  kepada  Departemen 
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Informasi  Daulah  Khilafah  mengenai  perusahaan  yang 
akan  didirikannya  itu.  Dalam  pelaksanannya,  pemilik 
perusahaan  media,  sebagaimana  warga  negara  lainnya, 
akan  dimintai  pertanggung-jawaban  atas  setiap 
pelanggaran  syariah  yang  dilakukan  oleh  media  itu. 
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Hubungan  antar 
Negara  Berdasarkan 
Syariah  Islam 


BAB  VI 

POLITIK  LUAR  NEGERI 

Mengeluarkan  Umat  Manusia 
dari  Kegelapan  Sistem  Kufur 
Menuju  Cahaya  Islam 


Tidak  bisa  disangkal,  meski  secara  teoritis  politik  luar 
negeri  Indonesia  dilakukan  dengan  prinsip  bebas 
dan  aktif  serta  turut  serta  menciptakan  perdamaian 
dunia,  tapi  selama  beberapa  dekade  terakhir  politik  luar 
negeri  Indonesia  senantiasa  tunduk  kepada  kepentingan 
Amerika  Serikat.  Semua  itu  dilakukan  dengan 
mengorbankan  kepentingan  rakyat,  khususnya  umat 
Islam.  Padahal,  yang  dipakai  oleh  pemerintah  untuk 
melayani  kepentingan  AS  adalah  sumberdaya  milik 
rakyat. 

Daulah  Khilafah  akan  mengakhiri  politik  luar  negeri 
yang  penuh  nuansa  kelemahan  dan  ketertundukan  ini, 
diganti  dengan  pola  baru  dengan  dasar  Islam.  Berdasarkan 
syariah  Islam,  Khilafah  akan  membangun  hubungan 
dengan  negara-negara  lain  baik  di  bidang  ekonomi,  politik, 
budaya  atau  pendidikan.  Dalam  seluruh  urusan  luar 
negeri,  Khilafah  akan  memastikan  bahwa  dakwah  Islam 
bisa  disampaikan  kepada  seluruh  umat  manusia  dengan 
cara  yang  terbaik.  Adapun  hubungan  Daulah  Khilafah 
dengan  negara-negara  lain  akan  dibangun  dengan  pola 
sebagai  berikut: 
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a.  Hubungan  dengan  penguasa  negeri-negeri  Muslim 

Negeri  Muslim  adalah  wilayah  Islam  yang  dikuasai 
oleh  penjajah  pasca  kehancuran  Khilafah  Utsmaniyah. 
Dalam  pandangan  Islam,  menyatukan  negeri-negeri 
Muslim  dalam  satu  kepemimpinan  merupakan  sebuah 
kewajiban.  Inilah  mengapa  Khilafah  tidak 
menganggap  hubungan  dengan  negeri-negeri  Muslim 
tersebut  sebagai  bagian  dari  politik  luar  negeri. 
Khilafah  akan  melakukan  berbagai  upaya  keras  untuk 
menyatukan  kembali  negeri-negeri  ini  menjadi  sebuah 
negara  di  bawah  bendera  Daulah  Khilafah. 

b.  Hubungan  dengan  negara-negara  Kafir 

• Pertama,  negara  yang  menduduki  wilayah  Islam, 
atau  negara  yang  terlibat  secara  aktif  memerangi 
umat  Islam  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris,  Israel, 
dan  India.  Hubungan  dengan  negara-negara  ini 
ditetapkan  berdasarkan  kebijakan  Harbi  Fi'lan 
(perang  riil).  Tidak  boleh  ada  hubungan 
diplomatik  maupun  ekonomi  antara  Khilafah 
dengan  negara-negara  musuh  ini.  Warga  negara 
mereka  tidak  diizinkan  memasuki  wilayah  Daulah 
Khilafah.  Meski  tengah  terjadi  gencatan  senjata 
yang  bersifat  temporer,  negara-negara  itu  tetap 
diperlakukan  sebagai  harbi  fi'lan.  Hubungan 
diplomatik  dan  ekonomi  dengan  negara-negara 
tersebut  tetap  tidak  dilakukan. 

• Kedua,  negara-negara  Kafir  yang  tidak  menduduki 
wilayah  Islam,  atau  tidak  sedang  memerangi  umat 
Islam,  akan  tetapi  mereka  mempunyai  niat 
menduduki  wilayah  Islam.  Khilafah  tidak  menjalin 
hubungan  diplomatik  dan  ekonomi  dengan 
negara-negara  Kafir  seperti  ini.  Tapi  warga  negara- 
negara  tersebut  diizinkan  memasuki  wilayah 
Daulah  Khilafah  dengan  visa  sekali  jalan  (s ingle 
entry). 

• Ketiga,  negara-negara  Kafir  selain  kedua  kategori 
di  atas.  Terhadap  negara-negara  seperti  ini, 
Khilafah  diizinkan  membuat  perjanjian.  Sambil 
terus  mengamati  skenario  politik  internasional, 
Khilafah  diperbolehkan  menerima  atau  menolak 
perjanjian  demi  kepentingan  dakwah  Islam.  Di 
samping  itu,  perjanjian  diplomatik  dan  ekonomi 
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dengan  negara-negara  Kafir  jenis  ini  harus 
dilakukan  sesuai  dengan  syariah  Islam.  Daulah 
Khilafah  yang  menguasai  sumberdaya  minyak,  gas 
dan  aneka  mineral  yang  melimpah  serta  memiliki 
kekuatan  militer  yang  tangguh,  kedudukan  yang 
strategis  di  dunia,  visi  politik  yang  cemerlang, 
pemahaman  tentang  situasi  politik  internasional 
yang  mendalam  serta  umat  yang  dinamis,  akan 
mampu  menghindari  isolasi  politik  internasional 
dan  terus  berupaya  meraih  kedudukan  sebagai 
negara  terkemuka  di  dunia. 


Khilafah  Akan 
Menyebarkan  Islam  ke 
Seluruh  Dunia  dengan 
Dakwah  dan  Jihad 


Makna  jihad  adalah  bersungguh-sungguh  meninggikan 
Islam  sebagai  agama  yang  paling  tinggi  dengan  jalan  ikut 
serta  dalam  peperangan  atau  membantu  pelaksanaan 
peperangan  secara  langsung,  baik  dengan  harta  maupun 
ucapan.  Jihad  merupakan  metode  praktis  untuk 
mengemban  dakwah  Islam  ke  seluruh  dunia.  Saat  ini,  di 
tengah  ketiadaan  Daulah  Khilafah  dan  jihad.  Islam  telah 
menyusut  menjadi  sekadar  sekumpulan  teori  yang  indah. 
Tapi  teori  indah  ini  tidak  ditemukan  implementasinya 
secara  nyata  di  tengah  kehidupan  masyarakat.  Bagi 
kalangan  non-Muslim,  dakwah  Islam  akan  memberi 
mereka  sebuah  kesempatan  untuk  merasakan  kehidupan 
di  dalam  sebuah  masyarakat  Islam,  sehingga  mereka  bisa 
memahami  bahwa  Islam  adalah  satu-satunya  agama  yang 
benar  dan  yang  akan  memberikan  kebaikan  atau  rahmat 
juga  kepada  mereka.  Maka,  Islam  wajib  diterapkan  oleh 
sebuah  negara,  kemudian  disebarkan  ke  seluruh  penjuru 
dunia  dengan  jihad.  Inilah  metode  dakwah  yang  dilakukan 
oleh  Rasulullah  saw.  dan  para  Khulafa'  ur-Rasyidin 
sesudahnya. 


Tanggung  Jawab  Umat 
Islam  untuk 
Membebaskan  Umat 
Manusia  dari 
Penindasan 


Allah  SWT  mengutus  Rasulullah  Muhammad  saw  ke  dunia 
untuk  menjadi  rahmat  bagi  seluruh  alam  semesta. 
Maknanya,  syariah  Islam  yang  dibawa  Rasulullah  saw 
merupakan  rahmat  bagi  seluruh  umat  manusia  di  dunia. 
Jadi,  syariah  Islam  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  umat 
Islam  saja,  tapi  juga  non-Muslim.  Adalah  tanggung  jawab 
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umat  Islam  untuk  membebaskan  seluruh  umat  manusia 
dari  penindasan  akibat  sistem,  perundang-undangan  dan 
tradisi  sekuler  menuju  kerahmatan  Islam. 

Banyak  contohnya.  Bila  kaum  sudra,  sebuah  kasta 
paling  rendah  dalam  masyarakat  Hindu,  dianggap  lebih 
buruk  daripada  hewan,  maka  tentu  saja  sistem  seperti  ini 
tidak  bisa  ditoleransi  lagi  karena  merendahkan  martabat 
manusia  sebagai  makhluk  Allah  SWT.  Contoh  lain, 
penindasan  yang  dilakukan  perusahaan-perusahaan 
multinasional  Amerika  Serikat,  yang  mengeksploitasi  harta 
dan  darah  warga  negara  AS  untuk  berperang  dengan 
berbagai  alasan,  padahal  yang  sebenarnya  adalah  demi 
kepentingan  bisnis  mereka.  Penindasan-penindasan 
semacam  itu  dilegalisasi  dengan  keputusan  politik, 
regulasi,  dan  opini.  Begitulah,  ketika  umat  manusia  diatur 
dengan  sistem,  perundang-undangan  dan  tradisi  yang 
tidak  berasal  dari  Allah  SWT,  maka  penindasan  demi 
penindasan  terus  terjadi.  Allah  SWT.  berfirman: 
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"Barangsiapa  yang  tidak  memutuskan  menurut  apa  yang 
diturunkan  Allah,  Maka  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang 
kafir."  (Qs.  al-Maaidah  [5]:  44) 

Khilafah  tidak  hanya  akan  membebaskan  umat  Is- 
lam tetapi  juga  seluruh  umat  manusia  dari  segala  bentuk 
penindasan.  Berbagai  rintangan  fisik  yang  menghalangi 
orang-orang  yang  tertindas  itu  dari  rahmat  Islam  akan 
disingkirkan  melalui  kekuatan  jihad. 


Kebijakan  militer  Indonesia  ditetapkan  berdasarkan 
prinsip  pertahanan  defensif,  dan  karena  itu  berkembanglah 
wacana  tentang  politik  " minimum  deterrence" , yaitu 
kebijakan  pengurangan  kekuatan  militer  sampai  pada 
tingkatan  yang  sekadar  cukup  untuk  pertahanan.  Politik 
" minimum  deterrence"  merupakan  salah  satu  produk 
ideologi  Kapitalisme  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  ide 
negara  bangsa.  Ide  tersebut  memandang,  bahwa  tiap 
bangsa  hendaknya  tetap  mempertahankan  kedudukan 
mereka  di  dalam  batas-batas  teritorialnya,  dan  tidak 
berusaha  memperluas  wilayahnya  dengan  mencaplok 
wilayah  negara  lain  atas  nama  slogan  "hidup  bersama 
dalam  damai". 


Politik  “Minimum 
Deterrence'’ 
Bertentangan  dengan 
Islam:  Khilafah  Akan 
Mengupayakan 
Kekuatan  Militer 
Secara  Penuh 
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Negara-negara  Barat  mengatakan,  bahwa  konsep 
tersebut  harus  dijunjung  tinggi  untuk  menjamin 
terwujudnya  kerjasama  dan  keadilan  antar  bangsa-bangsa 
di  dunia.  Tetapi,  faktanya  menunjukkan  bahwa  Barat 
memanfaatkan  ide  tersebut  untuk  mempertahankan 
kedudukannya  sebagai  negara  terkemuka  dan 
melanggengkan  hegemoninya  atas  negara-negara  lain 
dalam  pentas  politik  internasional.  Maka,  secara  praktis 
mereka  bisa  terus  mempertahankan  pengaruhnya  di  dunia 
melalui  superioritas  kekuatan  militernya.  Jadi,  konsep 
" minimum  deterrence"  hanya  diperuntukkan  bagi  negara- 
negara  lain,  bukan  Amerika  Serikat.  Mereka  menipu  dunia 
dengan  menamakan  kantor  urusan  militer  dengan  sebutan 
"Departemen  Pertahanan"  atau  "Kementerian  Pertahan- 
an", meski  realitasnya  adalah  "Departemen  Perang"  atau 
"Kementerian  Perang",  di  mana  mereka  mengembangkan 
kekuatan  militer  secara  maksimal  untuk  terus  menyerang, 
menindas,  dan  menjajah  negara  lain.  Apa  yang  kini  terjadi 
di  Irak  dan  Afghanistan  adalah  bukti  nyata. 


Karena  itu,  Khilafah  tidak  akan  mengadopsi  politik 
" minimum  deterrence"  karena  bertentangan  dengan  firman 
Allah  SWT: 
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" Dan  siapkanlah  untuk  menghadapi  mereka  kekuatan  apa 
saja  yang  kamu  sanggupi  dan  dari  kuda-kuda  yang  ditambat 
untuk  berperang  (yang  dengan  persiapan  itu)  kamu 
menggentarkan  musuh  Allah  dan  musuhmu  dan  orang  orang 
selain  mereka  yang  kamu  tidak  mengetahuinya;  sedang  Allah 
mengetahuinya.  Apa  saja  yang  kamu  nafkahkan  pada  jalan 
Allah  niscaya  akan  dibalasi  dengan  cukup  kepadamu  dan 
kamu  tidak  akan  dianiaya  (dirugikan)"  (Qs.  al-Anfaal  [8]: 
60) 


Ayat  ini  memerintahkan  kepada  umat  Islam  untuk 
mewujudkan  kekuatan  militer  yang  tangguh  dan 
menggunakannya  secara  penuh  dalam  berbagai 
kesempatan,  yang  tidak  hanya  membuat  umat  Islam 
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mampu  menghadapi  negara-negara  adidaya,  tetapi  juga 
mampu  menjadi  negara  adidaya  di  dunia. 


Comprehensive  Test  Ban  Treaty  (CTBT),  Non-Preliferation  Treaty 
(NPT),  dan  perjanjian-perjanjian  yang  sejenis  sesungguhnya 
sengaja  disiapkan  oleh  negara-negara  kolonialis  untuk 
membatasi  kekuatan  (militer)  negara-negara  lain,  termasuk 
Indonesia.  Negara-negara  besar  yang  memiliki  teknologi 
senjata  nuklir  tidak  menghendaki  adanya  negara-negara  lain 
yang  berpotensi  menantang  dominasi  mereka.  Khilaf  ah  tidak 
akan  tunduk  pada  perjanjian-perjanjian  seperti  itu.  Khilafah 
akan  mengambil  kebijakan  untuk  terus  mengembangkan 
kekuatan  militer  secara  penuh  agar  dapat  memenuhi 
kewajiban  jihad  dengan  sebaik-baiknya. 


Khilafah  Tidak  Akan 
Menandatangani 
Perjanjian  CTBT, 
NPT,  dan  Perjanjian 
Lain  yang  Semisal 


*** 


Indonesia  telah  mengadakan  perjanjian-perjanjian  militer 
dan  politik  dengan  Amerika  Serikat  dan  negara-negara 
kolonialis  lainnya.  Konsekuensinya,  kekuatan  intelejen, 
militer  dan  kepolisian  Indonesia,  juga  negara  Muslim  lain 
yang  memilik  perjanjian  serupa,  justru  dimanfaatkan  oleh 
Amerika  Serikat  untuk  melemahkan  dan  menindas 
kekuatan  umat  yang  berpotensi  mengancam  kepentingan 
AS.  Karenanya,  Islam  melarang  pakta  atau  kerjasama 
militer  dan  segala  macam  perjanjian  dan  kerjasama  apa  pun 
yang  memberi  peluang  kepada  orang-orang  Kafir  untuk 
menguasai  umat  Islam  dan  mengancam  keamanan  Daulah 
Khilafah.  Allah  SWT  telah  menyatakan  dalam  Al  Quran: 


Khilafah  Akan 
Membatalkan 
Perjanjian-perjanjian 
Militer  yang 
Menguntungkan 
Kepentingan  Asing 


" Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  memberi  jalan  kepada 
orang-orang  kafir  untuk  memusnahkan  orang-orang  yang 
beriman.  " (Qs.  an-Nisaa'  [4]:141) 


Dalam  sistem  yang  berlaku  di  Indonesia  sekarang  ini, 
terjadi  campur  tangan  yang  sangat  luas  dan  sangat 
mendalam  dari  negara-negara  kolonialis,  terutama 
Amerika  Serikat  dan  Inggris  terhadap  urusan  dalam  negeri 


Diplomat  Negara 
Asing  Tidak  Boleh 
Bertemu  dengan 
Pejabat  Khilafah 
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Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena  para  duta  besar  dari 
negara-negara  kolonialis  berikut  staf-staf  mereka  bisa 
bebas  bertemu  langsung  dengan  siapapun  dari  pejabat 
tinggi  negara.  Mereka  bebas  bertemu  dengan  Ketua  KPU, 
Panglima  Angkatan  Bersenjata,  Ketua  MPR  atau  DPR,  para 
ketua  partai,  bahkan  juga  bebas  bertemu  dengan  para 
pimpinan  organisasi  dan  kelompok  Islam.  Kebebasan 
seperti  ini  tentu  dengan  mudah  disalah  gunakan  untuk 
memperlancar  misi  rahasia  mereka  di  negeri  ini. 

Dalam  Daulah  Khilafah,  tanggung  jawab  negara 
adalah  mengurusi  kepentingan  umat.  Peran  umat  dalam 
kaitannya  dengan  kebijakan  luar  negeri  sesungguhnya 
terbatas  pada  upaya  meminta  pertanggungjawaban 
Khalifah,  yakni  seberapa  jauh  Khalifah  telah  melaksanakan 
tugas-tugasnya.  Maka,  para  diplomat  asing  berikut  staf 
mereka  tidak  diizinkan  menemui  para  politisi  dan  para 
pimpinan  partai  politik.  Hanya  pejabat  dari  departemen 
luar  negeri  Khilafah  saja  yang  diizinkan  melakukan  kontak- 
kontak  dengan  para  diplomat  asing  dan  para  stafnya  itu. 
Dengan  cara  inilah  Khilafah  bisa  membendung  upaya 
negara-negara  kafir  untuk  mengintervensi  urusan  dalam 
negeri  dan  menutup  peluang  untuk  mendapatkan  agen 
bagi  kepentingan  mereka  yang  berasal  dari  dalam 
lingkaran  kekuasaan  serta  menciptakan  suasana  kacau  di 
dalam  negeri. 


*** 


Khilafah  Tidak  Akan 
Meminta  Bantuan  AS, 
Inggris,  ataupun 
Negara-negara 
Kolonialis  Lainnya 
untuk  Menyelesaikan 
Masalah 
Umat  Islam 


Saat  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  penguasa  di  negeri- 
negari  Muslim,  termasuk  Indonesia,  kerap  meminta 
bantuan  negara-negara  imperialis  seperti  AS  dan  negera 
Barat  lain  untuk  menyelesaikan  persoalan  di  negara  itu, 
sebagaimana  dalam  kasus  Timor  Timur,  Aceh,  Papua, 
Kashmir,  dan  Palestina.  Padahal,  negara-negara  kolonialis 
tersebut  nyata-nyata  memusuhi  umat  Islam  dan  terus 
berusaha  untuk  menguasai  negeri-negeri  Muslim.  Selain 
itu,  hampir  seluruh  persoalan  yang  mendera  negeri-negeri 
Islam  saat  ini  sesungguhnya  adalah  persoalan  yang  sengaja 
diciptakan  oleh  negera-negara  kolonialis.  Para  penguasa 
itu  meminta  bantuan  negara-negara  kolonialis 
sesungguhnya  juga  demi  untuk  terus  memelihara 
dukungan  negara  itu  untuk  kekuasaannya,  karena  mereka 
paham  tanpa  dukungan  negara-negara  itu  kekuasaan 
mereka  akan  mudah  roboh. 
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Karena  itu,  Khilafah  tidak  akan  pernah  meminta 
bantuan  kepada  negara-negara  kolonialis  yang  memusuhi 
dan  memerangi  umat  Islam  untuk  menyelesaikan  persoalan 
umat  Islam.  Allah  SWT.  berfirman: 
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" Apakah  kamu  tidak  memperhatikan  orang-orang  yang 
mengaku  dirinya  telah  beriman  kepada  apa  yang  diturunkan 
kepadamu  dan  kepada  apa  yang  diturunkan  sebelum  kamu? 
Mereka  hendak  berhakim  kepada  thaghut.  Padahal  mereka 
telah  diperintah  mengingkari  thaghut  itu.  Dan  syaitan 
bermaksud  menyesatkan  mereka  (dengan)  penyesatan  yang 
sejauh-jauhnya."  (Qs.  an-Nisaa'  [4]:  60) 


Rasulullah  saw.  juga  bersabda: 

«yr i ji*  i Si» 

" Janganlah  kalian  mencari  penerangan  dengan  api  kaum 
Musyrik."  (Hr.  an-Nasa'i) 
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Telah  nyata  bahwa  PBB  dan  organisasi-organisasi 
internasional  lain  seperti  Bank  Dunia  dan  IMF  adalah  alat 
yang  digunakan  negara-negara  kolonialis  untuk 
melancarkan  kepentingan  hegemoni  mereka  di  bidang 
politik  maupun  ekonomi.  Negara  Barat  mendorong 
lepasnya  Timor  Timur  dari  Indonesia  melalui  mandat  PBB, 
sementara  resolusi-resolusi  PBB  yang  mengutuk  serangan 
India  ke  Kashmir  atau  serangan  Israel  ke  Palestina  tidak 
pernah  sungguh-sungguh  diperhatikan.  Semua  resolusi  itu 
tak  lebih  sekadar  lips-service  yang  tak  berguna.  Negara- 
negara  Barat  menginjak-injak  Piagam  PBB  ketika 
menyerang  Afghanistan  dan  Irak,  sebagaimana  yang  selalu 
dilakukan  Israel.  Atas  semua  tindakan  itu,  PBB  diam  seribu 
basa,  tak  berkutik.  Meski  begitu,  masih  saja  para  penguasa 
negeri-negeri  Muslim  percaya  kepada  PBB  dan 
menganggap  piagam  PBB  lebih  penting  dan  lebih  mulia 
daripada  wahyu  Allah  SWT. 


Khilafah  Tidak  Akan 
Berpartisipasi  dalam 
Lembaga-lembaga 
yang  Menjadi  Alat 
Penjajahan  Seperti 
PBB,  Bank  Dunia  dan 
IMF 
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Adapun  lembaga-lembaga  keuangan  internasional 
seperti  IMF  dan  Bank  Dunia,  selalu  digunakan  negara-negara 
kolonialis  untuk  mengokohkan  cengkraman  ekonomi  Barat 
atas  negeri-negeri  Muslim.  Dengan  mengikat  leher  negeri- 
negeri  Muslim  ke  lembaga-lembaga  keuangan  tersebut.  Barat 
dapat  dengan  mudah  mengintervensi  dan  mempertahankan 
dominasinya  atas  negeri-negeri  Muslim.  Allah  SWT. 
mengharamkan  ketundukan  umat  Islam  dalam  lembaga  dan 
organisasi  penjajah  ini: 

" Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  memberi  jalan  kepada 
orang-orang  kafir  untuk  memusnahkan  orang-orang  yang 
beriman.  " (Qs.  an-Nisaa'  [4]:  141) 

Di  samping  itu,  isi  piagam  dan  undang-undang  yang 
menjadi  landasan  berdirinya  lembaga-lembaga  tersebut 
sepenuhnya  bertentangan  dengan  syariah  Islam.  Karena  itu, 
haram  bagi  Khilaf  ah  untuk  berpartisipasi  dalam  lembaga  dan 
organisasi  seperti  itu.  Sebaliknya,  Khilafah  akan  melancarkan 
kampanye  yang  kuat  untuk  mengungkap  wajah  asli  dari 
lembaga  dan  organisasi  tersebut  dan  mengakhiri 
hegemoninya  agar  dunia  bisa  diselamatkan  dari  kejahatan 
mereka. 


* ** 


Syariah  Islam 
Menentukan 
Kepentingan- 
kepentingan  Daulah 
Khilafah 


Politik  luar  negeri  Daulah  Khilafah  semata  berdasarkan 
kepada  syariah  Islam.  Sedangkan  pelaksanaan  syariah  Is- 
lam dengan  sebaik-baiknya  merupakan  kepentingan  umat 
Islam.  Karena  itu,  kalau  ada  kebijakan  luar  negeri  yang 
tidak  berlandaskan  Islam,  maka  tentu  saja  kebijakan 
tersebut  tidak  termasuk  kepentingan  umat  Islam.  Daulah 
Khilafah  tidak  akan  mengadopsi  konsep  "kepentingan 
nasional"  yang  akhirnya  bermuara  pada  penyerahan 
kepentingan  umat  Islam  ke  tangan  orang-orang  Kafir, 
dengan  jalan  menyediakan  pangkalan  militer,  dukungan 
logistik,  dan  jaringan  intelejen  yang  ada  kepada  mereka. 
Khilafah  akan  mendayagunakan  seluruh  sumberdaya  umat 
Islam  yang  ada  untuk  memenuhi  tuntutan  syariah,  yaitu 
mewujudkan  kepemimpinan  Islam  di  seluruh  dunia. 
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Saat  ini  urusan  masyarakat  internasional  didominasi  oleh 
kekuatan-kekuatan  kolonialis,  yaitu  negara-negara  Kapitalis 
yang  terus-menerus  memperkuat  cengkeramannya  dan 
menciptakan  konflik  di  berbagai  belahan  dunia.  Negara- 
negara  kolonialis  memicu  terjadinya  peperangan  demi 
kepentingan  eksploitasi  sumberdaya  dunia  dan 
memperbudak  bangsa-bangsa  di  dunia.  Adapun,  kebijakan 
luar  negeri  Daulah  Khilafah  tidak  berorientasi  pada 
kepentingan  materi,  tetapi  kepentingan  dakwah,  yakni  misi 
untuk  mengeluarkan  seluruh  umat  manusia  dari  gelapnya 
kekufuran  menuju  terangnya  cahaya  Islam.  Allah  SWT. 
Berfirman: 

^ j — ULiLuji 

" Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu  (Muhammad), 
melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi  semesta  alam."  (Qs. 
al-Anbiya  [21]:  107) 


Saat  Ini  Umat 
Membutuhkan  Politik 
Luar  Negeri  yang 
Berlandaskan  Islam 
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Kewarganegaraan 
Tanpa  Diskriminasi 


BAB  VII 

POLITIK  DALAM  NEGERI 

Islam  Rahmat  untuk  Semua 


A llah  SWT.  berfirman  dalam  al-Quran: 

4 ) t"-'  ji-a-L-dJ  'TIuI.ai 

" Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu  (Muhammad), 
melainkan  untuk  (menjadi)  rahmat  bagi  semesta  alam."  (Qs. 
al-Anbiya  [21]:  107) 

Islam  diturunkan  oleh  Allah  SWT  sebagai  rahmat  bagi  alam 
semesta.  Kerahmatan  itu  diwujudkan  dengan  menciptakan 
kebaikan  untuk  semua  melalui  kemampuan  syariah  Islam 
dalam  memecahkan  seluruh  persoalan  hidup  manusia  di 
dunia  tanpa  membeda-bedakan  agama,  mazhab,  bangsa, 
ras,  maupun  jenis  kelamin.  Karena  itu,  di  dalam  Daulah 
Khilafah  seluruh  warga  negara  akan  mendapatkan 
perlindungan  atas  jiwa,  harta  dan  kehormatan  tanpa 
diskriminasi. 

Di  bawah  naungan  sistem  Islam,  umat  Islam  dan  non 
Muslim  bisa  hidup  bersama  secara  harmonis  selama  berabad- 
abad.  Masing-masing  warga  negara,  baik  Muslim  maupun 
non-Muslim,  dapat  mengemukakan  pendapatnya  tentang 
penyimpangan  pelaksanaan  syariah  Islam  atau  tindak 
kedzaliman  yang  dilakukan  penguasa  atas  diri  mereka. 
Ketika  Khalifah  Umar  bin  Khaththab  ra  menyampaikan 
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kepada  orang-orang  Kristen  bahwa  pasukan  Muslim  tidak 
mampu  melindungi  mereka  dari  serangan  pasukan  Romawi, 
dan  ka  re  nan  ya  jizyah  akan  dikembalikan,  maka  orang-orang 
Kristen  Syam  meminta  agar  jizy ah  tidak  perlu  dikemballikan, 
dan  mereka  akan  berdoa  untuk  kemenangan  umat  Islam  atas 
pasukan  Romawi  yang  juga  beragama  Kristen. 

Pada  abad  kelima  belas,  orang-orang  Yahudi  Spanyol 
yang  saat  itu  terusir  akibat  politik  inkuisisi  pasukan  Kristen 
di  sana,  dipersilakan  untuk  mendirikan  tempat  tinggal, 
beribadah  di  Sinagog  dan  mendapatkan  ajaran  Yahudi  di 
wilayah  Daulah  Khilafah.  Dalam  bidang  kedokteran, 
dokter-dokter  Yahudi  dari  sekolah  kedokteran  Salanca 
dipekerjakan  oleh  Khalifah  di  rumah  sakit  negara.  Dalam 
bidang  industri,  banyak  perusahaan  kaca  dan  kerajinan 
logam  yang  didominasi  oleh  orang-orang  Yahudi. 
Sedangkan  dalam  bidang  perdagangan,  para  pedagang 
Yahudi,  karena  pengetahuan  mereka  yang  luas  tentang 
bahasa-bahasa  asing,  telah  membuat  Khilafah  sebagai 
kompetitor  yang  sangat  diperhitungkan  oleh  para 
pedagang  dari  Venesia.  Demikianlah,  Khilafah  telah 
menjadi  contoh  yang  sangat  baik  tentang  bagaimana 
menciptakan  kehidupan  dalam  masyarakat  heterogen  yang 
aman,  damai,  adil,  dan  sejahtera. 


Perbedaan  pendapat  dalam  persoalan  hukum  (fiqh ) di 
antara  mazhab-mazhab  yang  ada  di  tengah  umat,  seperti 
mazhab  Hanafi,  Syafi'iy,  Hambali,  Maliki  serta  Ja'fari  tidak 
akan  dipersoalkan  karena  merupakan  sebuah  realitas 
ijtihad.  Ketika  seorang  qadhi  (hakim)  berusaha  sekuat  tenaga 
untuk  memahami  dalil-dalil  syariah  dengan  hanif,  maka 
dia  mungkin  saja  berhasil  mendapatkan  kesimpulan 
hukum  yang  berbeda  dengan  kesimpulan  qadhi  atau  hakim 
yang  lain.  Ini  tidak  menjadi  persoalan,  karena  Rasulullah 
saw.  bersabda: 


SI  J jlj 4_Li  (+£'\s>z}\  ij» 
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"Bila  seorang  hakim  berijtihad,  kemudian  ijtihadnya  itu 
benar,  maka  ia  memperoleh  dua  pahala.  Dan  apabila  ia 
berijtihad,  kemudian  ijtihanya  itu  keliru,  maka  ia 
mendapatkan  satu  pahala."  (Hr.  al-Bukhari) 


Khilafah 

Membolehkan  Adanya 
Perbedaan  Mazhab 
dan  Tidak  Akan 
Mengistimewakan 
Satu  Mazhab  Tertentu 
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Meskipun  Khalifah  tidak  mengadopsi  hukum 
tertentu  yang  terkait  dengan  ibadah  fardiyah  (individu), 
seperti  shalat  dan  puasa,  tetapi  Khalifah  berhak 
mengadopsi  syariah  tertentu  yang  terkait  dengan  masalah 
negara  berdasarkan  kekuatan  dalil.  Praktik  di  masa  Khulafa 
ar-Rasyidin  menunjukkan  hal  ini.  Abu  Bakar  ra  dan  Umar 
bin  Khathtab  ra  pernah  berbeda  pendapat  terkait  dengan 
masalah  perceraian.  Ketika  Abu  Bakar  ra  menjadi  Khalifah, 
beliau  menerapkan  hukum  sesuai  pendapatnya,  dan  Umar 
bin  Khaththab  ra  diperintahkan  menerapkan  hukum 
tersebut  dan  meninggalkan  pendapatnya.  Kaidah  fikih 
mengatakan: 

" Perintah  Khalifah  menghilangkan  perbedaan." 


*** 


Daulah  Khilafah  Keberadaan  polisi  sangat  penting  untuk  menjaga 
Bukan  Negara  Polisi  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam  negeri.  Tetapi,  dalam 
sistem  yang  berlaku  saat  ini,  polisi  dan  "budaya  penjara" 
telah  berubah  menjadi  sebuah  beban  tersendiri  bagi 
masyarakat.  Bukan  karena  keberadaan  anggota  kepolisian 
itu  sendiri,  tapi  sistem  kepolisian  yang  diwariskan  oleh 
penjajah  itulah  yang  menimbulkan  beban  buat  masyarakat. 
Kenyataan  sekarang.  Polisi  dirasakan  tidak  memberikan 
rasa  aman  tapi  justru  menjadi  ancaman  yang  menimbulkan 
kegelisahan  pada  masyarakat.  Ada  ungkapan,  "kalau  Anda 
melapor  kehilangan  kambing  kepada  polisi,  maka 
bersiaplah  Anda  akan  kehilangan  sapi".  Maksudnya, 
berurusan  dengan  polisi  bukan  menyelesaikan  masalah 
tapi  malah  akan  menambah  masalah.  Pada  masa  Orde 
Baru,  polisi  malah  bertindak  mematai-matai  rakyat.  Siapa 
saja  yang  berpikiran  dan  bertindak  yang  bertentangan 
dengan  kehendak  penguasa  ketika  itu  pasti  akan  segera 
ditangkap. 

Mengingat  tugasnya  yang  demikian  penting  untuk 
menjaga  keamanan  rakyat  dan  melindungi  kehormatan, 
harta  dan  jiwa  seluruh  warga  negara,  bukan  untuk 
memata-matai  dan  menimbulkan  rasa  takut,  maka  Khilafah 
akan  menempatkan  kepolisian  dengan  tepat.  Khilafah  tidak 
hanya  akan  memberikan  perlengkapan  dan  pelatihan 
secara  memadai,  tapi  juga  akan  memberi  gaji  yang  layak. 
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sehingga  anggota  kepolisian  akan  merasa  tenang  dalam 
bertugas  serta  tidak  perlu  melakukan  tindakan  tercela 
untuk  sekadar  menambah  penghasilan.  Dengan  suasana 
hidup  Islami,  polisi  akan  bekerja  bukan  karena  sekadar 
mendapat  gaji,  tapi  lebih  dari  itu,  semata-mata  karena 
mengharap  keridhaan  Allah  SWT. 


Angka  kriminalitas  yang  terus  naik  pesat  adalah  salah  satu 
persoalan  yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  Kapitalisme, 
tidak  saja  di  Indonesia  tetapi  juga  di  negara-negara  Barat. 
Pada  hakikatnya,  nilai-nilai  dasar  Kapitalisme  memang 
mendorong  manusia  melakukan  tindak  kriminal. 
Kapitalisme  menyediakan  berbagai  faktor  utama  yang 
menyebabkan  terjadinya  tindak  kriminal,  yaitu: 


Kapitalisme 
Merangsang  Terja- 
dinya Kriminalitas, 
Sistem  Islam 
Menghilangkan 
Kriminalitas 


(a)  Paham  sekularisme,  yakni  pemisahan  agama  dari 
kehidupan  yang  menjadi  pemikiran  dasar  (akidah)  dari 
ideologi  Kapitalisme  membuat  manusia  tidak  merasa 
takut  kepada  Allah  SWT  dan  tidak  menghormati  batas- 
batas  yang  ditetapkan  Allah. 

(b)  Paham  kebebasan  mendorong  orang  bertindak 
semaunya  dengan  alasan  kebebasan 

(c)  Dorongan  materialistik  yang  sangat  besar  membuat 
orang  cenderung  akan  menempuh  segala  cara  untuk 
mendapatkan  uang  guna  memuaskan  kebutuhan 
materialnya. 

Sebuah  masyarakat  yang  dibangun  di  atas  dasar 
paham  seperti  itu  tidak  akan  mampu  menciptakan  rasa 
aman  dan  menekan  angka  kriminalitas  meski  berbagai 
teknologi  mutakhir,  seperti  CCTV  dan  label  elektronik 
untuk  memindai  pelaku  kriminal,  dimanfaatkan.  Selain  itu, 
sistem  peradilan  yang  tidak  efektif  dan  lembaga  kepolisian 
yang  korup  serta  tidak  adanya  rasa  takwa  pada  diri 
masyarakat  semakin  mendorong  terjadinya  tindak 
kriminal. 


Sementara  itu.  Daulah  Khilafah  tidak  akan 
membangun  masyarakat  atas  dasar  paham  kapitalisme 
yang  rusak  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tapi  atas  dasar 
akidah  Islam  dengan  inti  takwa  kepada  Allah.  Masyarakat 
seperti  ini  akan  senantiasa  diliputi  nuansa  ketaatan  pada 
syariah  Islam  dalam  seluruh  aspek  kehidupan,  termasuk 
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dalam  soal  menghindari  tindak  kriminalitas.  Di  samping 
itu,  karena  Khilafah  mempunyai  kewajiban  menjamin 
terpenuhinya  kebutuhan  pokok  bagi  setiap  warga  negara, 
maka  dorongan  untuk  melakukan  tindakan  kriminal  juga 
berkurang  dengan  sendirinya.  Catatan  pengadilan  yang 
berumur  ratusan  tahun,  yang  mendokumentasikan  prestasi 
sistem  sanksi  syariah  Islam  sejak  zaman  Khilafah  hingga 
saat  ini  di  Timur  Tengah,  menunjukkan  betapa  rendahnya 
tingkat  kriminalitas.  Selama  ratusan  tahun  syariah 
diterapkan,  tercatat  hanya  beberapa  ratus  pencuri  yang 
diberi  hukuman  potong  tangan.  Sementara  itu  dalam 
masyarakat  Kapitalis  sekarang  ini,  tindak  pencurian  dan 
bentuk  kejahatan  lain  bisa  terjadi  tiap  beberapa  menit. 


*** 


Penyatuan  Negeri-  Khilafah  adalah  sebuah  sistem  negara  kesatuan,  yang  akan 
negeri  Islam  menyatukan  kembali  negeri-negeri  Muslim  yang 
membentang  dari  wilayah  Maroko,  yang  berada  di  sebelah 
Barat,  hingga  Merauke  di  Indonesia  yang  berada  di  Timur. 
Insya  Allah,  Daulah  Khilafah  akan  menjadi  sebuah  negara 
yang  paling  besar  dan  paling  kaya  sumberdaya  di  dunia. 
Tentang  kewajiban  untuk  mewujudkan  kesatuan  negeri- 
negeri  Muslim,  tampak  dari  perintah  Rasulullah  saw.  untuk 
hanya  berbai'at  kepada  seorang  Khalifah  dalam  satu  waktu: 
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"Dahulu,  Bani  Israil  selalu  dipimpin  dan  dipelihara 
urusannya  oleh  para  Nabi.  Setiap  kali  seorang  nabi 
meninggal,  digantikan  oleh  Nabi  yang  lain.  Sesungguhnya 
tidak  akan  ada  Nabi  setelahku,  (tetapi)  nanti  akan  ada  banyak 
khalifah.  Para  sahabat  bertanya:  ‘Apa  yang  engkau 
perintahkan  kepada  kami?'  Beliau  menjawab:  Penuhilah  baiat 
yang  pertama,  lalu  yang  pertama.  Berikanlah  kepada  mereka 
hak  mereka,  karena  Allah  nanti  akan  meminta 
pertanggungjawaban  mereka  atas  apa  saja  yang  telah 
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diserahkan  kepada  mereka  untuk  mengurusnya'' . (Hr. 
Muslim  dari  Abu  Hurairah). 

Begitu  seorang  Khalifah  dibai'at  untuk  memimpin 
sebuah  negeri  atau  gabungan  sejumlah  negeri  yang  kuat, 
Khilafah  akan  segera  merencanakan  program  unifikasi  atau 
penyatuan  kembali  negeri-negeri  Muslim  menjadi  satu 
negara.  Umat  yang  bersatu  di  bawah  satu  negara  akan 
mempunyai  sumberdaya  alam,  jumlah  penduduk,  luas 
wilayah,  serta  jumlah  tentara  yang  jauh  lebih  besar 
daripada  negara  lain  manapun  yang  ada  di  dunia. 


Rasulullah  saw.  menggambarkan  Khalifah  sebagai  perisai 
bagi  umat  Islam  melalui  sabdanya: 

/ . f y i*  . o 
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" Sesungguhnya  seorang  imam  (khalifah)  adalah  (seperti) 
perisai;  orang-orang  berperang  di  belakangnya  dan 
berlindung  kepadanya."  (Hr.  Muslim) 

Penggambaran  seperti  itu  menunjukkan  berbagai 
manfaat  dari  adanya  Khalifah.  Bukan  hanya  itu,  hadits 
tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  ketiadaan  khalifah  akan 
menyebabkan  terjadinya  kemudharatan  bagi  umat  Islam. 
Maka,  Daulah  Khilafah  akan  berusaha  untuk 
membebaskan  negeri-negeri  Muslim  yang  terjajah  seperti 
Palestina,  Kashmir,  Irak,  dan  Afghanistan.  Daulah  Khilafah 
juga  akan  menggagalkan  berbagai  upaya,  baik  yang 
dilakukan  agen-agen  asing  di  dalam  negeri  maupun 
rekayasa  negara-negara  Kafir,  untuk  menciptakan  konflik 
di  negeri-negari  Muslim  dan  upaya  memecah  belah  umat 
Islam. 

Selama  berabad-abad,  Khilafah  telah  berhasil 
melindungi  wilayah  umat  Islam  yang  terbentang  demikian 
luas  itu.  Di  bawah  Khalifah  Umar  bin  Khaththab  ra.  Daulah 
Khilafah  menegakkan  pemerintahan  Islam  di  wilayah 
Syam,  memberikan  keamanan  dan  kedamaian  bagi  seluruh 
penduduknya,  baik  Muslim  maupun  non-Muslim.  Pasukan 
Salib  yang  selama  beberapa  waktu  sempat  menduduki 
wilayah  tersebut,  akhirnya  bisa  diusir  oleh  pasukan 
Khilafah  di  bawah  komando  panglima  hebat  Shalahuddin 
al-Ayyubi.  Pasukan  Tartar  juga  berhasil  ditaklukkan  oleh 


Pembebasan  Negeri 
negeri  Muslim 
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Khilafah  melalui  tangan  para  wali  (kepala  daerah)  yang 
berjuang  mempertahankan  negeri-negeri  Muslim. 

Penguasa-penguasa  yang  dikenal  dzalim  pun 
dipaksa  untuk  mengabdikan  dirinya  demi  kepentingan 
Islam  karena  Khilafah  telah  mengikat  mereka  untuk 
menerapkan  syariah  Islam.  Ketika  Raja  Dahir  (raja  Hindu) 
menganiaya  umat  Islam  yang  tinggal  di  anak  benua  India, 
maka  Hajaj  bin  Yusuf  mengirim  Muhammad  bin  Qasim 
bersama  pasukannya  untuk  merespon  penganiayaan 
tersebut.  Perjuangan  pasukan  Muhammad  bin  Qasim 
itulah  yang  mengawali  proses  futuhat  (pembebasan)  ke 
seluruh  anak  benua  India. 

Bahkan,  ketika  sedang  berada  dalam  masa-masa 
kemundurannya.  Khalifah  masih  mampu  tampil  tegas, 
lebih  tegas  daripada  apa  yang  ditampilkan  para  anggota 
Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  saat  ini.  Pada  tahun 
1901,  Theodore  Hertzl  memimpin  delegasi  kaum  Zionis 
untuk  menawarkan  bantuan  kepada  Khalifah,  pada  saat 
Khilafah  mengalami  kesulitan  keuangan,  dan  sebagai 
gantinya  mereka  menuntut  Khalifah  mengizinkan  orang- 
orang  Yahudi  membangun  pemukiman  di  Palestina.  Tapi 
Khalifah  Abdul  Hamid  II  tegas  menolak  menemui  delegasi 
tersebut  seraya  menyatakan: 

“Aku  tidak  dapat  menyerahkan , walau  hanya  sejengkal,  tanah 
Palestina.  Karena,  tanah  itu  bukan  milikku,  tetapi  milik  umat 
Islam.  Umatku  telah  berjuang  demi  tanah  ini,  dan 
menyiraminya  dengan  darah  mereka.  Maka  biarlah  Yahudi 
menyimpan  harta  mereka.  Akan  tetapi,  jika  suatu  saat  nanti 
Khilafah  dihancurkan,  mereka  boleh  mengambil  Palestina 
tanpa  membayar  harganya." 

Memang  itulah  yang  kemudian  terjadi.  Negara 
Zionis  berhasil  didirikan  setelah  Khilafah  hancur  pada 
tanggal  28  Rajab  1342  H,  88  tahun  (hijriyah)  yang  lalu. 
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BAB  VIII 

KEBIJAKAN  PENDIDIKAN 
MENJADI  STANDAR  DUNIA 
DALAM  PENDIDIKAN 


Islam  adalah  agama  yang  sangat  memperhatikan  Pendidikan  untuk 
masalah  pendidikan.  Besarnya  perhatian  terhadap  Semua 
pendidikan  ditunjukkan  oleh  Rasulullah  ketika 
menetapkan  tebusan  bagi  tawanan  perang  Badar  dengan 
mengajar  membaca  sepuluh  anak  Muslim. 

Berdasarkan  segmen  peserta  didik,  saat  ini  terdapat 
dua  jenis  pendidikan,  yakni  pendidikan  untuk  kalangan 
orang  berada  dan  pendidikan  untuk  masyarakat  umum. 

Daulah  Khilafah  tidak  akan  menyelenggarakan  pendidikan 
secara  diskriminatif.  Pendidikan  bebas  bea  yang  bermutu 
dari  tingkat  dasar  hingga  menengah  akan  disediakan  untuk 
seluruh  warga  negara  tanpa  membedakan  agama,  mazhab, 
ras,  suku  bangsa  maupun  jenis  kelamin.  Untuk  pendidikan 
tinggi.  Daulah  Khilafah  akan  menyediakan  sesuai 
kemampuan 


Dalam  Daulah  Khilafah,  pendidikan  akan  diselenggarakan  Membangun 
dengan  dasar  akidah  Islam  yang  tercermin  pada  penetapan  Kepribadian  yang 
arah  pendidikan,  penyusunan  kurikulum,  dan  silabi  serta  Islami 
menjadi  dasar  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  (KBM). 
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Pendidikan  harus  diarahkan  bagi  terbentuknya 
kepribadian  Islam  anak  didik  dan  membina  mereka  agar 
menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  tsaqafah 
Islam.  Pendidikan  juga  harus  menjadi  media  utama  bagi 
dakwah  dan  menyiapkan  anak  didik  agar  kelak  menjadi 
kader  umat  yang  akan  ikut  memajukan  masyarakat  Islam. 
Kebijakan  pendidikan  seperti  ini  berlaku  umum  pada 
sekolah  negeri  maupun  swasta.  Allah  SWT.  berfirman: 
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"Hfli  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan 
keluargamu  dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah 
manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat-malaikat  yang  kasar, 
keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang 
diperintahkan-Nya  kepada  mereka  dan  selalu  mengerjakan 
apa  yang  diperintahkan."  (Qs.  at-Tahrim  [66]:  6) 


Meningkatkan  Melalui  pendidikan.  Daulah  Khilafah  akan  memastikan 
Keahlian  dalam  bahwa  warga  negaranya  mampu  menguasai  berbagai 
Seluruh  Bidang  bidang  keahlian  yang  diperlukan  untuk  kemajuan 
Kehidupan  masyarakat.  Secara  garis  besar,  seperti  yang  disebut  oleh 
Imam  Ghazali,  ilmu  pengetahuan  dapat  dikategorikan 
menjadi  dua,  yakni  ilmu  kehidupan  dan  tsacjafah  Islam. 
Berkaitan  dengan  tsaqafah  Islam,  negara  akan  mendidik 
anak-anak  agar  dapat  menguasai  tsayafah  Islam  seperti 
fiqih,  tafsir,  ulumul  Quran  dan  hadits  dan  lainnya. 

Berkaitan  dengan  ilmu  kehidupan.  Daulah  Khilafah 
akan  mengarahkan  agar  putra-putri  umat  Islam  unggul 
dalam  berbagai  bidang  pengetahuan  dan  teknologi  seperti 
teknik  mesin,  ilmu  kimia,  fisika,  kedokteran,  dan 
sebagainya.  Rasulullah  saw.  mengatakan: 
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" Kalian  lebih  tahu  urusan  dunia  kalian."  (Hr.  Muslim) 


Dari  sistem  pendidikan  yang  bermutu  tinggi  di  masa 
lalu  lahir  pribadi-pribadi  istimewa  yang  mampu  menjadi 
pemimpin  politik  dan  pemerintahan  serta  militer  seperti 
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Abu  Bakar  ra,  Khalid  bin  Walid  ra,  dan  Shalahuddin  al- 
Ayyubi.  Pada  saat  yang  sama,  lahir  pula  sosok-sosok  yang 
luar  biasa  seperti  Imam  Abu  Hanifah  dan  al-Khuwarizmi 
yang  ahli  dalam  ilmu  fikih  maupun  cabang  ilmu  tsaqafah 
Islam  yang  lain 


Bahasa  Arab  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan 
umat  Islam.  Bahasa  Arab  adalah  bahasa  al-Quran  dan 
hadits;  bahasa  dalam  ibadah  shalat,  juga  bahasa 
internasional,  khususnya  untuk  dunia  Islam.  Seorang  qadhi 
(hakim)  tidak  akan  mungkin  bisa  berijtihad  tanpa 
memahami  bahasa  Arab.  Maka,  dalam  Daulah  Khilafah 
Bahasa  Arab  akan  menjadi  bahasa  resmi  negara.  Pengajaran 
bahasa  Arab  menjadi  bagian  dari  kurikulum  yang  wajib 
diajarkan  di  sekolah-sekolah  baik  negeri  maupun  swasta. 
Sementara,  bahasa  asing  boleh  diajarkan  untuk 
kepentingan  dakwah  dan  demi  melancarkan  urusan  umat 
Islam,  di  antaranya  untuk  menerjemahkan  buku-buku 
pengetahuan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat. 


* ** 


Metode  belajar  mengajar  harus  dibuat  sedemikian  rupa 
agar  mampu  membangkitkan  kecerdasan  dan  mengubah 
perilaku  yang  buruk  menjadi  lebih  baik.  Metode  belajar 
dengan  cara  menghafal  harus  diterapkan  secara  tepat, 
karena  metode  ini  bila  salah  penerapan  bisa  mengekang 
kecerdasan  anak  didik  karena  kemampuan  berfikir  anak 
tidak  terasah. 

Ketika  mengajarkan  pemikiran-pemikiran  yang 
terkait  dengan  pandangan  hidup,  para  guru  wajib 
menanamkan  pandangan  hidup  Islam  dan  menjadikan 
syariah  Islam  sebagai  tolok  ukur  perbuatan,  serta 
menanamkan  rasa  suka  dan  benci  sesuai  sudut  pandang 
Islam.  Dengan  cara  ini  diharapkan  anak  didik  akan  dapat 
terdorong  untuk  berpikir  dan  bersikap  sesuai  dengan 
petunjuk  wahyu. 

Sementara  ketika  mengajarkan  pengetahuan- 
pengetahuan  yang  tidak  terkait  dengan  pandangan  hidup 
tertentu,  seperti  ilmu  fisika,  matematika,  kimia  atau  teknik. 


Pendidikan 

Bahasa 


Metode  Pengajaran 
untuk  Membangkit- 
kan Kecerdasan  dan 
Memperbaiki  Perilaku 
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kedokteran,  dan  ilmu  lainnya,  para  guru  mendorong  anak 
didik  mempelajarinya  sebagai  bagian  dari  ibadah  dan  demi 
kemaslahatan  umat  serta  dan  keridhaan  Allah  SWT.  Dalam 
al-Quran,  Allah  SWT.  Berfirman: 


5>Sn  jlaj!  %\ 
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"Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah 
kepadamu  (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu 
melupakan  bahagianmu  dari  (kenikmatan)  duniawi."  (Qs. 
al-Qashash  [28]:  77) 


Pendidikan  Tujuan  pendidikan  tinggi  dalam  Daulah  Khilafah  adalah 
Tinggi  mencetak  para  pemimpin  umat  yang  benar-benar 
berkepribadian  Islam,  kompeten,  dan  siap  menerapkan 
Islam,  melindungi  dan  mengembannya  ke  seluruh  penjuru 
dunia.  Di  samping  itu,  pendidikan  tinggi  juga  bertujuan 
membangun  ketahanan  negara  dari  ancaman  disintegrasi 
dan  berbagai  ancaman  lain  dari  luar  negeri. 

Disamping  itu,  pendidikan  tinggi  diselenggarakan 
dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  para  ahli  di  berbagai 
bidang,  seperti  kedokteran,  teknik,  pertanian,  guru,  hakim 
atau  ahli  syariah  dan  bidang  lain  dalam  jumlah  yang  cukup 
untuk  memenuhi  kebutuhan  umat  Islam.  Untuk 
kepentingan  tersebut,  Khilafah  akan  mendirikan  perguruan 
tinggi  dalam  berbagai  bentuknya  (universitas,  institut, 
sekolah  tinggi,  akademi  atau  lainnya)  lengkap  dengan 
pusat-pusat  penelitian,  laboratorium,  perpustakaan  dan 
sarana  lain  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pendidikan  tinggi 
juga  diselenggarakan  untuk  tujuan  menghasilkan  peneliti 
yang  mampu  melakukan  inovasi  di  berbagai  bidang  yang 
memungkinkan  umat  ini  mengelola  hidupnya  secara 
mandiri.  Dengan  cara  ini  ketergantungan  umat  Islam 
kepada  negara-negara  kolonialis  bisa  dihindari. 

"Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  memberi  jalan  kepada 
orang-orang  kafir  untuk  memusnahkan  orang-orang  yang 
beriman.  " (Qs.  an-Nisaa'  [4]:  141) 
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Perlu  dicatat,  pendidikan  tinggi  dengan  program 
studi  apapun  tetap  akan  mengajarkan  tsaqafah  Islam  kepada 
para  mahasiswa.  Pengajaran  tsaqafah  Islam  di  dalam 
pendidikan  tinggi  ini  bertujuan  agar  kelak  ketika  mereka 
menjadi  pemimpin  benar-benar  memahami  Islam  dan 
memiliki  bekal  tsaqafah  yang  mencukupi,  sehingga  bisa 
mengurus  kepentingan  rakyatnya  dengan  baik,  apa  pun 
bidang  yang  dia  tekuni. 
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BAB  IX 

SEKILAS 

TENTANG  HIZBUT  TAHRIR 


Latar 

Belakang 


Hizbut  Tahrir  adalah  sebuah  partai  politik  yang 
berideologi  Islam.  Partai  ini  didirikan  untuk 
memenuhi  perintah  Allah  SWT: 


✓ ^ -7  ^ . 9-9  s _)  J1  L 'l'"  ' ' 9 S 99  6%- 

Oj y Jy-\  J)  0j&  A;  'L»  I "rSy  (y^'3), 


"Drtn  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang 
menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  ma'ruf 
dan  mencegah  dari  yang  munkar;  merekalah  orang-orang 
yang  beruntung."  (Qs.  Ali  Tmran  [3]:  104) 


*** 


Tujuan  Hizbut  Tahrir  bertujuan  membebaskan  umat  manusia  dari 
Hizbut  Tahrir  dominasi  paham,  pemikiran,  sistem  hukum,  dan  negara 
kufur  menuju  paham,  pemikiran,  sistem  hukum,  dan 
negara  Islam  dengan  menerapkan  syariah  Islam  secara 
kaffah  dan  mengemban  dakwah  ke  seluruh  penjuru  dunia. 
Tujuan  ini  tidak  lain  berarti  membawa  umat  Islam  kembali 
pada  kehidupan  Islam  di  dalam  Darul  Islam,  yakni  Negara 
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Islam  dan  masyarakat  Islam,  sehingga  seluruh  persoalan 
kehidupan  umat  diatur  dengan  syariah  Islam  dalam  sebuah 
Daulah  Khilafah.  Ini  merupakan  satu-satunya  metode 
untuk  membangkitkan  umat  Islam. 


*** 


Hizbut  Tahrir  menerima  seluruh  Muslim,  baik  laki-laki 
maupun  perempuan,  sebagai  anggota  tanpa  memandang 
ras,  suku  bangsa,  bahasa,  atau  mazhab.  Metode  untuk 
merekrut  umat  ke  dalam  Hizb  adalah  dengan  jalan 
menamkan  akidah  Islam  dan  mengadopsi  tsaqafah  Hizb 
yang  disusun  semata  dari  Islam.  Pembinaan  untuk 
Muslimah  dipisahkan  dari  Muslim,  di  mana  pembinaan 
untuk  Muslimah  diberikan  oleh  sesama  Muslimah  atau 
suaminya  atau  mahramnya. 


* ** 


Hizbut  Tahrir  adalah  sebuah  partai  politik  yang  berideologi 
Islam.  Hizbut  Tahrir  meyakini  bahwa  Islam  diturunkan 
untuk  mengatur  seluruh  aspek  hidup  manusia  dan 
menyelesaikan  berbagai  problema  yang  dihadapi  manusia. 
Hizbut  Tahrir  berjuang  untuk  mengubah  keadaan 
masyarakat  yang  penuh  kerusakan  ini  secara  mendasar 
dengan  jalan  menjadikan  Islam  sebagai  satu-satunya 
landasan  untuk  menyelesaikan  persoalan  manusia. 
Perubahan  yang  mendasar  seperti  ini  hanya  dapat 
diwujudkan  dengan  menegakkan  kembali  Daulah 
Khilafah. 

Dalam  perjuangannya,  Hizbut  Tahrir  senantiasa 
berusaha  mengikuti  metode  atau  thariqah  dakwah  yang 
ditempuh  Rasulullah  Muhammad  saw  sejak  dari  Makkah 
hingga  tegaknya  Negara  Islam  yang  pertama  di  Madinah 
al-Munawwarah. 

Karena  itu,  sebagaimana  dilakukan  oleh  Rasulullah 
Muhammad  saw,  Hizbut  Tahrir  melakukan  perjuangan 
pemikiran,  menentang  berbagai  paham,  pemikiran  dan 
ideologi  yang  rusak  yang  menjadi  landasan  dan 
dikembangkan  oleh  ideologi  sekularisme,  baik  yang 
bercorak  Kapitalistik  maupun  Sosialistik.  Hizbut  Tahrir 
dengan  tegas  mengungkap  kesalahan  dan  kerusakan 


Keanggotaan  Hizbut 
Tahrir 


Perjuangan  Hizbut 
Tahrir 
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pemikiran-pemikiran  tersebut,  serta  pertentangannya 
dengan  Islam.  Hizbut  Tahrir  juga  menentang  dengan  keras 
konsep-konsep  yang  lahir  dari  paham  sekulerisme  seperti 
Demokrasi,  Patriotisme,  Sosialisme,  dan  Kapitalisme  atau 
isme-isme  lain.  Dalam  penentangannya,  Hizbut  Tahrir 
tidak  menggunakan  cara-cara  kompromis  atau  langkah- 
langkah  penyesuaian  diri.  Hizbut  Tahrir  juga  tidak 
menggunakan  aktivitas  kekerasan  (fisik)  dalam 
perjuangnnya. 

Sejalan  dengan  upaya  pemurnian  pemikiran 
tersebut,  Hizbut  Tahrir  juga  melakukan  perjuangan  politik. 
Karena  itu,  Hizbut  Tahrir  mengoreksi,  menentang,  dan 
mengungkap  kesalahan  para  penguasa  serta  mengungkap 
konspirasi  mereka  dengan  negara-negara  penjajah  dan 
kelalaian  mereka  terhadap  Islam  dan  urusan  umat  Islam. 

Dengan  demikian,  seluruh  aktivitas  Hizbut  Tahrir 
bersifat  politis,  karena  pengertian  politik  dalam  Islam 
adalah  memelihara  urusan  dan  kepentingan  umat  dalam 
arti  yang  sesungguhnya.  Di  luar  pemahaman  tersebut.  Is- 
lam hanya  akan  menjadi  sekadar  nasihat  dan  ajaran  teoritis. 

Tujuan  dari  perjuangan  politik  Hizbut  Tahrir  tidak 
lain  untuk  membebaskan  umat  Islam  dari  berbagai  konsep, 
pemikiran,  dan  perasaan  yang  rusak.  Hizbut  Tahrir 
berjuang  agar  pemikiran  Islam  menjadi  kesadaran  umum, 
yang  mampu  mendorong  umat  agar  bertindak  sesuai 
dengan  pemikiran  tersebut  dan  menerapkannya  dalam 
kehidupan  nyata.  Pemikiran  Islam  itu  juga  diharapkan 
mampu  mengubah  perasaan  umat  agar  mereka  mencintai 
apa  pun  yang  dicintai  Allah  SWT  dan  membenci  segala 
yang  dibenci  Allah  SWT.  Hizbut  Tahrir  berjuang  untuk 
mewujudkan  pola  interaksi  yang  Islami  di  tengah 
masyarakat.  Dengan  demikian,  wajar  jika  Hizbut  Tahrir 
kemudian  menjadi  representasi  umat  Islam  dalam 
perjuangan  penerapan  syariah  Islam. 

Dari  metode  dakwah  yang  digunakan  Rasulullah 
saw,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  adanya  perubahan 
pemikiran  dan  perasaan  masyarakat  saja  tidaklah  cukup 
untuk  menegakkan  Islam.  Selain  perubahan  pemikiran  dan 
perasaan  masyarakat,  juga  diperlukan  thalabun  nushrah 
(upaya  penggalangan  dukungan)  dari  pihak-pihak  yang 
memiliki  kekuatan  politik.  Begitulah,  selain  menyeru 
masyarakat  secara  umum,  Hizbut  Tahrir  secara  khusus  juga 
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menyerukan  kepada  para  pihak  yang  memiliki  kekuatan 
politik  agar  memainkan  perannya,  yakni  menyingkirkan 
penguasa  agen  penjajah  dan  memberikan  dukungannya 
kepada  Hizbut  Tahrir  sehingga  kekuasaan  Islam  bisa 
ditegakkan. 

Inilah  alasan  mengapa  negara-negara  Barat  terus 
meminta  para  penguasa  di  negeri-negeri  Muslim  untuk 
mengambil  langkah-langkah  keras  guna  menentang 
dakwah  Islam  dan  menghambat  setiap  usaha  yang 
dilakukan  oleh  Hizbut  Tahrir.  Penguasa-penguasa  tiran 
tersebut  kemudian  melakukan  berbagai  upaya  bengis 
terhadap  para  anggota  Hizbut  Tahrir,  mulai  dari 
menyebarkan  fitnah,  penganiayaan,  penangkapan,  hingga 
pengasingan,  dan  pemboikotan.  Hal  itu  terjadi  di  berbagai 
negara  seperti  Irak,  Suriah,  Libya,  dan  negara  lain.  Bahkan 
sejumlah  anggota  Hizbut  Tahrir  dibunuh  di  Rusia  dan 
Uzbekistan. 

Negara-negara  Kafir  itu  terus-menerus  berupaya 
menjegal  dan  menghalangi  perkembangan  dakwah  Hizbut 
Tahrir  dengan  berbagai  cara.  Mereka  mengadakan  berbagai 
pertemuan  dan  seminar  tentang  Hizbut  Tahrir  dan 
Khilafah,  seperti  Konferensi  Ankara  yang  digagas  Amerika 
Serikat  beberapa  waktu  yang  lalu.  The  Heritage  Foundation, 
Nixon  Institute,  International  Crisis  Group,  dan  CIA  telah 
mengeluarkan  berbagai  laporan  tentang  Hizbut  Tahrir. 
Akhirnya  mereka  berusaha  melarang  Hizbut  Tahrir  dengan 
berbagai  alasan,  meskipun  Hizbut  Tahrir  tidak  pernah 
terbukti  melakukan  tindakan  yang  mereka  tuduhkan. 

Namun,  di  tengah  berbagai  kesulitan  dan  halangan 
tersebut,  Hizbut  Tahrir  tetap  teguh  berjuang,  tetap  konsisten 
dan  tetap  bersabar,  ikhlas,  dan  tawakal  serta  berserah  diri 
kepada  Allah  SWT  dalam  menghadapi  setiap  hambatan, 
tantangan  dan  rintangan  dakwah  untuk  mewujudkan  cita- 
citanya.  Hizbut  Tahrir  yakin  hanya  Allah  SWT  semata  yang 
akan  melimpahkan  rahmat-Nya  kepada  umat  Islam.  Hanya 
Allah  SWT  pula  yang  akan  menganugerahkan  kemenangan, 
kemuliaan,  dan  pertolongan  kepada  siapa  saja  yang  berjuang 
di  jalan  Nya,  termasuk  kepada  Hizbut  Tahrir.  Insya  Allah, 
berkat  pertolongan  Allah  SWT  hari  kemenangan  itu  sudah 
dekat,  dan  pada  hari  itu  bergembiralah  orang-orang  Mukmin. 


*** 
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Rancangan  Struktur 
Khilafah 


Sejarah  Singkat  Hizbut 
Tahrir 


Hizbut  Tahrir  telah  menyiapkan  sekumpulan  tsaqafah  yang 
sangat  berharga,  di  antaranya  menggambarkan  struktur 
Daulah  Khilafah.  Di  antara  buku-buku  yang  memuat 
tsaqafah  Hizb  antara  lain: 

• Struktur  Daulah  Khilafah 

• Sistem  Pemerintahan  Islam 

• Sistem  Pergaulan  Islam 

• Sistem  Ekonomi  Islam 

• Sistem  Keuangan  Daulah  Khilafah 

• Politik  Ekonomi  Islam 

• Sistem  Sanksi 

• Hukum  Pembuktian 

• Pengantar  Undang-undang  Dasar 

Semua  buku  di  atas  dapat  diakses  secara  on-line  dari 
website  Hizbut  Tahrir:  www.hizb-ut-tahrir.org 


*** 


Hizbut  Tahrir  didirikan  pada  tahun  1953  M/1372  H oleh 
Syaikh  Taqiyuddin  bin  Ibrahim  bin  Musthafa  bin  Ismail 
bin  Yusuf  an-Nabhani,  seorang  ulama  yang  mencapai 
derajat  mujtahid  mutlak,  seorang  hakim  ( qadhi ) pada 
Mahkamah  Banding  di  al-Quds,  serta  seorang  politisi 
ulung.  Beliau  berasal  dari  sebuah  "keluarga  ilmu",  karena 
kedua  orang  tua  beliau  adalah  ahli  syariah  Islam  (faqih ). 
Selain  itu,  kakek  buyut  beliau,  yakni  Syaikh  Yusuf  bin 
Hasan  bin  Muhamad  an-Nabhani  as-Syafi'iy,  Abu  Mahasin, 
adalah  seorang  ulama,  penyair  dan  salah  seorang  hakim 
pada  masa  Daulah  Khilafah. 

Setelah  Syaikh  an-Nabhani  wafat  pada  tahun  1977 
M/1396  H,  kedudukan  beliu  digantikan  oleh  Syaikh 
Abdul  Qadim  Yusuf  Zallum,  salah  seorang  yang  telah 
membantu  dakwah  beliau  sejak  Hizb  berdiri.  Atas  taufik 
Allah  SWT,  Syaikh  Abdul  Qadim  Zallum  berhasil 
mengembangkan  Hizb,  sehingga  ribuan  orang  menjadi 
anggota  dan  pengemban  pemikirannya,  sedangkan  jutaan 
orang  lainnya  menjadi  pendukungnya.  Di  bawah 
kepemimpinan  amir  Hizb  yang  kedua  ini,  Hizbut  Tahrir 
mampu  berjuang  di  berbagai  negeri  Muslim,  yakni  di  lebih 
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dari  40  negara,  dan  menjadi  partai  terbesar  di  dunia  yang 
memperjuangkan  tegaknya  kembali  Khilafah. 

Amir  Hizbut  Tahrir  yang  sekarang,  Syaikh  Atha 
Abu  Rusythah,  menjabat  sejak  tahun  2003  M/1424  H. 
Beliau  adalah  seorang  insinyur  dan  aktivis  Hizbut  Tahrir 
sejak  masih  sangat  muda.  Beliau  pernah  menjadi  pembantu 
Syaikh  Abdul  Qadim  Zallum,  dan  menjadi  juru  bicara 
Hizbut  Tahrir  di  Yordania.  Syaikh  Atha'  Abu  Rusythah 
pernah  beberapa  kali  dipenjara  oleh  penguasa-penguasa 
dzalim  di  sana,  sehingga  dinyatakan  oleh  organisasi 
Amnesti  International  sebagai  "tahanan  nurani". 

Pada  tahun-tahun  terakhir  ini,  Hizbut  Tahrir  semakin 
mendapat  tempat  di  hati  umat.  Pada  tahun  2007  yang  lalu, 
Hizbut  Tahrir  mengadakan  konferensi  terbesar  sepanjang 
sejarah  tentang  penegakan  Khilafah  di  Indonesia.  Sekitar 
100.000  orang  hadir,  dan  jutaan  lainnya  mengarahkan 
pandangannya  pada  konferensi  tersebut. 


73 


SERUAN 

HIZBUT  TAHRIR  INDONESIA 


Pada  tanggal  28  Rajab  1342  H,  bertepatan  dengan 
tanggal  3 Maret  1924  M,  negara  penjajah  Kafir  Inggris 
dan  agennya,  Musthafa  Kamal,  menghapus  Daulah 
Khilafah  di  Istanbul.  Penghapusan  Khilafah  ini  membuka 
lebar  pintu  bagi  negara-negara  kolonialis  untuk  menguasai 
negeri-negeri  Muslim.  Mereka  memecah-belah  wilayah 
Islam  yang  demikian  luas  menjadi  lebih  dari  57  negara.  Di 
atas  negara-negara  tersebut,  kekuatan  kolonialis 
mengangkat  antek-antek  mereka  menjadi  penguasa  untuk 
melayani  kepentingan  mereka.  Ketundukan  kepada 
kepentingan  negara-negara  Kafir  tampak  dalam  konstitusi, 
hukum,  dan  perundang-undangan  di  negeri-negeri  Mus- 
lim, sehingga  pergantian  sosok  penguasa  di  sebuah  negeri 
Muslim  tidak  akan  dapat  mengubah  keadaan  di  negeri 
tersebut  karena  ideologi  dan  sistemnya  tetap. 

Sejak  penghapusan  Khilafah,  umat  Islam  ditimpa 
berbagai  malapetaka,  kemalangan,  dan  penderitaan. 
Inggris  menyerahkan  Palestina  -tanah  yang  diberkahi, 
negeri  Isra'  dan  Mi'raj  Rasulullah  saw-  kepada  zionis 
Yahudi.  Penjajah  Inggris  juga  memberikan  kepada  orang- 
orang  Hindu  bagian  terbaik  dari  wilayah  sub-benua  India 
dan  menyisakan  wilayah-wilayah  yang  miskin  kepada 
umat  Islam.  Inggris  membiarkan  Kashmir  sebagai  wilayah 
yang  terus  berdarah-darah,  di  mana  orang-orang  Hindu 
terus-menerus  menganiaya  umat  Islam  sejak  puluhan 
tahun  yang  lalu.  Rusia  membantai  dan  mengasingkan 
ribuan  Muslim  di  Asia  Tengah;  dan  hingga  kini  Rusia  masih 
menjalankan  kebijakan  yang  bengis  terhadap  umat  Islam 
di  Chechnya.  Sementara  itu,  Amerika  Serikat,  dengan  dalih 
"perang  melawan  terorisme"  menduduki  Irak  dan  Af- 
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ghanistan,  merenggut  kehormatan  para  Muslimah,  serta 
membantai  ribuan  lainnya. 

Demikianlah,  rangkaian  permusuhan  dan  pelecehan 
orang-orang  Kafir  terhadap  umat  Islam  terus  berlangsung. 
Bukan  hanya  itu,  mereka  juga  melancarkan  serangan 
terbuka  terhadap  akidah  Islam  dengan  berulang  kali 
menghina  Rasulullah  saw  yang  mulia  dan  membuat 
tulisan,  cerita,  komik  atau  film  yang  melecehkan  al-Quran. 

Wahai  umat  Islam! 

Demikianlah  keadaan  kita  setelah  Khilafah 
dihapuskan.  Adalah  sebuah  hal  yang  sangat  hina  dan 
memalukan,  ketika  kita  -yang  disebut  oleh  Allah  SWT 
dalam  al-Quran  sebagai  khayru  ummah-  diperlakukan 
bagaikan  makanan  yang  diperebutkan  oleh  negara-negara 
yang  rakus.  Negeri-negeri  kita  menjadi  sebuah  arena 
persaingan  antar  negara-negara  Kafir.  Umat  Islam 
bagaikan  orang  asing  di  negeri  mereka  sendiri,  di  mana 
mereka  dikejar-kejar,  ditangkap,  dan  dibantai  hanya  karena 
mereka  mengucapkan  kalimat  “Laa  ilaaha  illa  Allah"  dan 
menginginkan  penerapan  syariah  Islam.  Dakwah  menyeru 
penegakan  kembali  Khilafah  dianggap  sebuah  kejahatan 
besar,  sementara  para  aktivisnya  di  negeri  Muslim  maupun 
non  Muslim  menjadi  buronan  bagaikan  penjahat  besar. 

Tak  diragukan  lagi,  bahwa  satu-satunya  jalan  untuk 
membebaskan  umat  dari  keadaan  yang  penuh  kesulitan 
dan  kehinaan  ini  adalah  dengan  menegakkan  kembali 
Daulah  Khilafah.  Kita  telah  merasakan  berbagai  sistem  dan 
ideologi,  dari  sistem  demokrasi  hingga  sistem  diktator, 
berikut  segala  janji-janji  palsu  yang  disampaikan  oleh  para 
pendukungnya.  Tapi  tak  satu  pun  dari  sistem  tersebut  yang 
benar-benar  bisa  membawa  kita  kepada  kehidupan  yang 
lebih  baik.  Kita  juga  telah  memberikan  kepercayaan  kepada 
para  pemimpin  politik,  namun  tak  seorang  pun  yang 
mampu  membebaskan  kita  dari  kejahatan  para  penjajah 
dan  membawa  kita  kepada  kehidupan  yang  kita  cita- 
citakan. 

Maka,  inilah  saat  yang  paling  tepat  bagi  kita  untuk 
bergerak  bersama-sama  menuju  sebuah  sistem  yang  sesuai 
dengan  akidah  kita.  Sebuah  sistem  yang  diperintahkan  oleh 
Allah  SWT  dan  pasti  akan  membawa  kebaikan  buat  semua. 
Inilah  sistem  Khilafah.  Maka,  kinilah  saatnya  kita 
bergabung  dengan  barisan  umat  Islam  yang  berjuang 
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mengembalikan  kehidupan  Islam,  di  mana  di  dalamnya 
diterapkan  syariah  secara  kaffah  melalui  penegakan  kembali 
Daulah  Khilafah. 


Karena  itu,  Hizbut  Tahrir  bertekad  untuk  terus 
berjuang  dengan  sungguh-sungguh  untuk  tercapainya  cita- 
cita  tegaknya  kembali  Khilafah  Rasyidah  yang  kedua. 
Dalam  usahanya  itu,  Hizbut  Tahrir  bertekad  untuk 
berjuang  dengan  cara  mengikuti  metode  dakwah 
Rasulullah  saw.  Dengan  cara  itu,  Hizbut  Tahrir  yakin  cita- 
cita  itu  akan  terwujud.  Rasulullah  saw.  telah  memberikan 
kabar  gembira  tentang  akan  kembalinya  Khilafah  Rasyidah 
yang  mengikuti  manhaj  Nabi  saw,  setelah  berlalunya  masa 
para  penguasa  diktator  sebagaimana  yang  kita  hadapi  saat 
ini.  Dalam  sebuah  hadits  shahih  yang  diriwayatkan  dalam 
Musnad  Ahmad,  dari  sahabat  Hudzaifah  bin  al-Yaman, 
Rasulullah  saw.  telah  bersabda: 
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“Akan  ada  fase  kenabian  di  tengah-tengah  kalian.  Dengan 
kehendak  Allah,  ia  akan  tetap  ada,  kemudian  Dia 
mengakhirinya,  jika  Dia  berkehendak  untuk  mengakhirinya. 
Kemudian  akan  ada  fase  Khilafah  berdasarkan  metode 
kenabian.  Dengan  kehendak  Allah,  ia  akan  tetap  ada, 
kemudian  Dia  akan  mengakhirinya,  jika  Dia  berkehendak 
untuk  mengakhirinya.  Kemudian  akan  ada  fase  penguasa 
yang  zalim,  ia  akan  tetap  ada,  kemudian  Dia  akan 
mengakhirinya,  jika  Dia  berkehendak  untuk  mengakhirinya. 
Lalu,  akan  ada  fase  penguasa  diktator,  ia  akan  tetap  ada, 
kemudian  Dia  akan  mengakhirinya,  jika  Dia  berkehendak 
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untuk  mengakhirinya.  Setelah  itu,  akan  datang  kembali 
Khilafah  berdasarkan  metode  kenabian.  Kemudian  beliau  saw. 
diam." 


Tak  diragukan  lagi,  bahwa  hadits  di  atas  merupakan 
salah  satu  pertanda  bahwa  Khilafah  Rasyidah  yang  kedua 
dengan  izin  Allah  SWT  akan  segera  datang,  mungkin 
dalam  waktu  yang  lebih  cepat  dari  yang  diduga.  Akan 
tetapi,  kita  harus  sadar  bahwa  tegaknya  Khilafah 
membutuhkan  perjuangan  yang  sungguh-sungguh,  gigih, 
sabar,  dan  ikhlas  dari  seluruh  umat  Islam,  yang  tidak 
mendambakan  sesuatu  selain  keridhaan  Allah  SWT. 


Sementara  bagi  siapa  saja  yang  menentang  usaha 
penegakan  Khilafah,  apapun  alasannya,  maka  ketahuilah 
bahwa  mereka  akan  menghadap  Allah  SWT  di  akhirat  nanti 
dalam  keadaan  hina  dan  penuh  nista  akibat  tindakan 
menentang  sebuah  kewajiban  yang  sangat  vital  ini.  Hal  ini 
digambarkan  Allah  SWT.  dalam  firman-Nya: 
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" Alangkah  banyaknya  taman  dan  mata  air  yang  mereka 
tinggalkan,  dan  kebun-kebun  serta  tempat-tempat  yang 
indah-indah,  dan  kesenangan-kesenangan  yang  mereka 
menikmatinya,  demikianlah  dan  Kami  wariskan  semua  itu 
kepada  kaum  yang  lain,  maka  langit  dan  bumi  tidak 
menangisi  mereka  dan  merekapun  tidak  diberi  tangguh."  (Qs. 
ad-Dukhan  [44]:  25-29) 

Karena  itu,  Hizbut  Tahrir  menyeru  seluruh  umat  Is- 
lam untuk  bergabung  dalam  perjuangan  penegakan 
kembali  Khilafah,  karena  sesungguhnya  perjuangan  ini 
adalah  kewajiban  seluruh  umat  Islam.  Dan  sudah 
semestinya  seruah  Hizbut  Tahrir  ini  disambut  dengan 
penuh  antusias.  Maka  segeralah  menghubungi  aktivis 
Hizbut  Tahrir  yang  Anda  kenal  atau  langsung  ke  kantor 
Hizbut  Tahrir  terdekat.  Segeralah  bergabung  dalam  barisan 
besar  umat  Islam,  pejuang  Khilafah,  sebelum  Khilafah 
benar-benar  tegak  dan  kita  kehilangan  kesempatan  meraih 
pahala.  Keputusan  ada  di  tangan  Anda,  kapan  akan 
menjawab  seruan  ini. 
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"Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  seman  Allah  dan 
seruan  Rasul  apabila  Rasul  menyeru  kamu  kepada  suatii  yang 
memberi  kehidupan  kepada  kamu,  ketahuilah  bahwa 
sesungguhnya  Allah  membatasi  antara  manusia  dan  hatinya 
dan  sesungguhnya  kepada-Nyalah  kamu  akan  dikumpulkan. 
(Qs.  al-Anfaal  [8]:  24) 
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PENUTUP 

Khilafah,  Indonesia,  dan 
Penyatuan  Kembali  Dunia  Islam 


Meskipun  memiliki  daratan  dan  lautan  yang  lebih 
luas,  dengan  tentara  yang  lebih  banyak  dan 
kekayaan  alam  yang  melimpah;  begitu  juga  dengan 
sumberdaya  manusia  yang  lebih,  dari  segi  jumlah  maupun 
kualitas;  tapi  umat  Islam  saat  ini,  dibanding  dengan  umat 
lain  di  dunia,  tetaplah  tidak  bisa  disebut  sebagai  umat  yang 
terbaik  ( khayru  ummat),  seperti  yang  katakan  oleh  Allah 
SWT  dalam  al-Quran.  Umat  Islam  kini  terpuruk  di  segala 
bidang.  Hidup  dalam  kondisi  terpecah-belah  ke  dalam 
lebih  dari  57  negara  dengan  berbagai  problem  yang 
membelit.  Kondisinya  demikian  buruk,  hingga  tidak 
mampu  bersaing  dengan  negara-negara  kecil  yang  boleh 
jadi  tidak  nampak  di  peta  dunia. 

Tidak  terkecuali  Indonesia.  Sekalipun  memiliki 
tentara  dalam  jumlah  cukup  besar  dengan  jumlah 
penduduk  terbesar  nomor  empat  di  dunia,  serta  memiliki 
potensi  sumberdaya  pertanian  dan  kekayaan  mineral  yang 
sangat  melimpah,  tapi  semua  itu  tidak  mampu  membuat 
rakyatnya  hidup  dalam  kebaikan.  Justru  sebaiknya,  rakyat 
hidup  dalam  penderitaan.  Kemiskinan,  kebodohan, 
kedzaliman,  ketidakadilan  dan  berbagai  problem  lain, 
termasuk  penjajahan  dalam  segala  bentuknya,  senantiasa 
mewarnai  kehidupan  masyarakat  dari  negara  Muslim 
terbesar  di  dunia  ini.  Semua  potensi  dan  kekayaan  alam 
yang  dimiliki  seolah  tidak  memberikan  arti  apa-apa  buat 
hidup  rakyatnya. 

Sesungguhnya  semua  persoalan  yang  saat  ini  tengah 
dihadapi  oleh  dunia  Islam,  termasuk  Indonesia,  berpangkal 
pada  tidak  adanya  kedaulatan  asy-Syari' . Dengan  kata  lain, 
tidak  adanya  penerapan  sistem  Islam  di  tengah-tengah 
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masyarakat.  Masalah  utama  ini  kemudian  memicu 
terjadinya  berbagai  persoalan  ikutan,  seperti  kemiskinan, 
kebodohan,  korupsi,  kerusakan  moral,  kedzaliman, 
ketidakadilan,  disintegrasi  dan  penjajahan  dalam  segala 
bentuknya,  baik  penjajahan  secara  langsung  seperti  yang 
kini  terjadi  di  Irak  dan  Afghanistan,  ataupun  penjajahan 
secara  tidak  langsung  di  lapangan  ekonomi  dan  politik. 

Karena  itu,  jika  saat  ini  ada  satu  atau  lebih  negeri 
Islam  yang  menjelma  menjadi  sebuah  Daulah  Khilafah, 
yang  di  dalamnya  diterapkan  sistem  Islam,  niscaya  negara 
tersebut  akan  menjadi  titik  awal  bagi  proses  reunifikasi  atau 
penyatuan  seluruh  dunia  Islam  menuju  terwujudnya 
sebuah  negara  yang  paling  kuat  di  dunia. 

Dalam  manifesto  ini,  Hizbut  Tahrir  Indonesia 
menguraikan  secara  ringkas  tentang  apa  itu  Khilafah,  untuk 
apa,  bagaimana  memperjuangkannya,  dan  apa  yang  akan 
diberikan  Khilafah  kepada  Indonesia  khususnya  dan 
seluruh  dunia  Islam  pada  umumnya.  Hizbut  Tahrir 
menyeru  umat  Islam  untuk  bergabung  bersama  Hizbut 
Tahrir  dalam  perjuangan  penegakan  kembali  Khilafah. 
Hizbut  Tahrir  juga  menyeru  kepada  semua  pihak  yang 
memilik  kekuatan  untuk  memberikan  nushrah  (dukungan)- 
nya  kepada  Hizbut  Tahrir  agar  Khilafah  bisa  segera  tegak 
kembali.  Insya  Allah. 


